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‘Dan hendaklah Ramu memutuskan perkara di antara merekna menurut apa yang diturunkan
Allah, dan janganlah Ramu mengiRutt hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kanu terhaclop
mereRn, supaya mereRa tidak memalingiran kamu dart sebahagian apa yang Telah ditwrakan

Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dart hukwmn yang Telah diturunkan Allah), Maka
Ketahuilah bahwa Sesungguhmya Allah menghendaki akan mentmparan mushibah kepada
mereRa disebabkan sebahagian dosa-dosa mereRa. dan Sesungguhnya kebanyaran manusia

adalan orang-orang yang fasik.” (Al- Maidah:49)*

! Al-Qur’an Dan Terjemah (Bandung: J-ART, 2004), 48.
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Pemindahan hak atas harta ada bermacam-macam antara lain dengan cara
hibah. Hibah dapat diberikan kepada sipapun yang dikehendaki oleh pemberi hibah
(wahib). Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam
mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharap balasan apapun dan
dilakukan ketika wahib masih hidup. Meskipun hibah bisa diberikan kepada siapa
saja namun hibah tidak dapat tarik dengan alasan apapun kecuali hibah orang tua
kepada anaknya sebagaimana dalam pasal 212 KHI. Hal ini sesuai dengan register
perkara no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan wahib ingin menarik
kembali hibahnya dan apa alasan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak
penarikan hibah tersebut yang mana hal itu diperbolehkan dalam pasal 212 KHI.

Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan uang diharapkan,
maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat case
study sehingga penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data
yang diperlukan peneliti menggunakan bahan primer dan sekunder, Sedangkan
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan interview dan
dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini termasuk dalam pandangan hakim Pengadilan Agama
Tulungagung dengan register perkara no.27/P.dt.P/2006/Pengadilan Agama
Tulungagung. Dalam perkara tersebut penarikan hibah dilakukan oleh wahib karena
penerima hibah (mauhub lah) telah meninggal dan obyek hibah kembali dipelihara
oleh wahib, selain itu wahib khawatir obyek hibah akan dijual oleh menantunya
yangmana wahib memiliki hobi menjual perabot rumah tangga, sehingga wahib ingin
menarik hibahnya kembali dan nantinya akan diserahkan kepada cucu-cucunya
dewasa kelak. Majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena
mauhub lah telah meninggal dunia sehingga obyek hibah menjadi hak milik ahli
waris. Dasar penetapan hakim ini adalah ijtihat hakim yang mengambil hadits
ketidakbolehan bapak menarik hibah apabila anak telah meninggal dunia.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, diantara prinsip-prinsip dasar dan
umum dalam syari’at Islam adalah mudah dan memudahkan (al- yusru wa al-taisir),
toleransi dan keseimbangan (al-tasaamuh wa al-‘itidal) dan menghindari kesulitan
serta kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam sebagai agama dan juga
sebagai hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana terlintas dalam
pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku
dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Islam terdapat istilah al ahkam al khamsah

yakni penggolongan hukum yang lima yaitu mubah, sunah, makruh, wajib, haram.



Segala aturan tersebut atau hukum tersebut berfungsi untuk mengintegrasikan
kepentingan manusia sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan tujuan dari
hukum-hukum tersebut adalah al maqasid al khamsah yaitu memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Dalam perjalanan kehidupan menimbulkan pengaruh dan akibat hukum kepada
lingkungan dan dengan orang sekitar. Kelahiran, pernikahan, kematian dan
perpindahan harta di atur komplit dalam Islam. Agama Islam memberikan tuntunan,
bagaimana cara memindahkan atas harta kekayaan dari seseorang pada orang lain.

Harta secara etimologi yakni:

i i & ) B &I ah g iy 2GS SRL N ki L (K

Sy aill 1y 8 TS o ) adli'sf iyl o) gl

“Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang
tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak
tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.”'

Oleh karena itu sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta
seperti burung di udara, ikan di laut, pohon di hutan dll. Ada beberapa dalil baik
firman Allah ataupun sabda Rasul yang dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi
umat Islam untuk memiliki harta dan giat dalam berusaha supaya mendapatkan
kehidupkan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam di antara dalil-

dalil tersebut yakni dalam surat Al-Kahfi :46 yang berbunyi:
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! Rachmat Syafei, Figih Munakahat, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006 ), 21.
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“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta
lebih baik untuk menjadi harapan.””?
Surat al Mulk: 15
REAEyw Ry BN AA F oS L Ul Fo
ORx WX a0 GeAN@+0 @V IOFTHo I
JER SR BX0>EN 60 o0& B @e @GO
0.0%0+ B ROS = D, 08. L MR 0
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“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-
Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.””®
Harta juga untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan hal ini

terlihat dari firman Allah surat Ali Imron: 14, yang berbunyi:
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? Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Pentafsiran Quran, 1971)
450.
* Ibid, 956.
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“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,
kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup
di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*

Selain anjuran mencari harta, Allah juga memerintahkan untuk berbagi harta

terdapat dalam surat Al Baqoroh: 177
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“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya
kepada kerabatnya, anak-anak vyatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

*Ibid, 77.



orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-
orang yang benar (imannya) dan mereka ltulah orang-orang yang bertakwa.””

Berbagi harta ada bermacam-macam bentuknya ada yang dengan cara
sedekah, hadiah, hibah, waris ataupun wasiat. Berbagi harta seperti yang telah
disebut diatas dapat pula disebut dengan pemindahan hak atas harta yang mana dari
semua itu memiliki aturan masing-masing. Persamaan dari macam-macam bentuk
pemindahan hak atas harta di atas adalah sama-sama perpindahan harta dari
seseorang pada orang lain.

Harta memiliki banyak manfaat antara lain yakni®:

1. Kesempurnaan ibadah mahzhah seperti shalat memerlukan kain mukena.

2. Memlihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sebagai
kekafiran mendekatkan pada kekufuran.

3. Meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah (QS.
An Nisa:9)

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia akhirat. Rasulullah bersabda:
DR G R0 A0 {8 &) o Jae 0 JEG O e 1ia dad G Gda AST (KT G
(Rl b5 o Jae (he

“Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada
makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah,
17?7 7

Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri’.

Dalam hadits lain dinyatakan:

> Ibid, 43

® Rachmat syafei, Op. Cit., 31

7 Zainuddin Hamidy dkk, Terjemahan Hadits Shahih Bukhari, (Cet. XIII; Jakarta, Widjaya, 1992),
27.
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“Bukanlah orang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia untuk
masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, melainkan

seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia

kepada masalah akhirat”.®

Pada penelitian kali ini peneliti fokus membahas hibah. hibah dalam Kamus
Ilmiah Populer berarti pemberian, sedekah dan pemindahan hak.” Ada pula yang
mendefinisikan hibah sebagai memberian barang dengan tidak ada takarannya dan
tidak ada sebabnya namun definisi ini tidak popular. Ada pula yang mengatakan
hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri
kepada Allah SWT, pendapat lain mengatakan pemberian tanpa mengharap imbalan
sebagai upaya taqorub kepada Allah SWT artinya sesuatu yang dapat meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan seseorang dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan
sosial.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang
dilakukan ketika masih hidup'® menurut pengertian bahasa syara’ berarti
“pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Istilah syara’ hibah
adalah memberikan hak memiliki sesuatu kapada orang lain dengan tanpa

imbalannya''. Dalam figh muamalah hibah yakni:

e EV AR

¥ Ibid,

? Pius Partanto, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arloka, 1994), 220.

' Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 81.

' 1dris Ramuiyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut
Hukum Perdata, (Jakarta: Sinai Grafika, 2000), 145



“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih
hidup dan dilakukan secara sukarela”.'?

Setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan
dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam. Maka hal itu dapat menjadi sumber
perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu
dibutuhkan lembaga pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam literatur
figih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya
enam unsur yakni:

1. Qodhi (Hakim)

2. Hukum

3. Mahkum Bihi (Suatu hak)

4. Mahkum alaih (si terhukum)

5. Mahkum lahu (Orang mengpermohonan suatu hak)
6. Putusan.”

Hukum yang digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama ada dua macam
yakni hukum materiil meliputi Al-quran, hadits, kitab-kitb figih, UU no.l tahun
1974, PP no.9 tahun 1975, KHI dan yurisprodensi sedangkan hukum formalnya
meliputi HIR, RBg, UU no. 5 tahun 2004, UU no. 7 tahun 1989, UU no.3 tahun
2006.

KHI merupakan salah satu hukum materiil pengadilan agama yang

berhubungan langsung dengan penelitian peneliti. KHI adalah Kompilasi Hukum

'> Rachmat Syafei, Op. Cit., 242.
'3 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut,
(Malang: UIN-Press, 2008) , 10



Islam kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara
sistematis yang terdiri dari tiga buku.'*

Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah terdapat pada buku III bab VI pasal 212
yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada
anaknya”.

Dalam pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik
kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik
kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada
anaknya maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya
memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Agama dapat dibagi dua macam
yakni:

1. Kekuasaan kehakiman atribusi adalah Kewenangan mutlak atau kompetensi
absolut adalah kewenangn badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara
tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain,
seperti, jenis perkara cerai, waris, hibah, ekonomi syariah dII.

2. Kekuasaan kehakiman distribusi adalah kekuasaan pengadilan yang lebih
popular dengan istilah kompetensi relatif atau kewenangan nisbi yakni bahwa
Pengadilan Agama di tempat terpermohonan tinggal yang berwenang
memeriksa permohonan atau tuntutan hak.

Dan seperti yang yang telah dipaparkan diatas, maka melalui Pengadilan
Agama Tamsoeri ingin menarik kembali hibah yang pernah diberikan pada anaknya.

Penariakn hibah ini sesuai dengan pasal 212 KHI.

4 Mohammad Daud, Hukum Islam, (cet. 11; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 297.



Akan tetapi dari data di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan putusan
perkara penolakan permohonan pembatalan hibah yang dilakukan orang tua kepada
anaknya. Tamsoeri seorang petani asal Desa Ketanon Kedungwaru Tulungagung
menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah blok II no. D.1733 seluas kurang
lebih 678 m’ kepada putrinya yang bernama Nurjiati (alm). Hibah tanah ini
dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Kedungwaru dan telah mendapat Akta Hibah
Nomor 1305/ 2002 tertanggal 24 Desember 2002.

Memandang realita yang terjadi, yang dijadikan penelitian disini mengenai
pandangan hakim tentang penolakan pembatalan hibah yang mana hal ini
bertentangan dengan pasal 212. Sebagaimana diketahui KHI sebagai salah satu
pegangan dan rujukan hukum di Pengadilan Agama. Maka setiap proses penemuan
dan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara, hakim yang berfungsi di
lingkungan peradilan agama di anjurkan menggunakan KHI sebagai sumber rujukan
atas dasar hukumnya.

Dari sedikit latar belakang di atas maka dari sini peneliti ingin mengetahui
beberapa hal yang menjadi alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah
diberikan kepada anaknya
dan dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pembatalan
hibah. Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bhan pembuatan skripsi
yang  berjudul “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG TENTANG PEMBATALAN HIBAH PASAL 212 KHI

(STUDY KASUS NO.27/PDT.P/2006)”

B. Identifikasi Masalah
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Setelah memperhatikan latar belakang, guna memperjelas fokus pembahasan
diperlukan identifikasi masalah agar peneliti benar-benar menemukan masalah
ilmiah, bukan akibat dari permasalahan lain. Identifikasi masalah bertujuan untuk
menunjukkan adanya masalah yang banyak dan luas yang timbul dari kerangka
teori. Dari latar belakang masalah di atas identifikasi masalah yang timbul yakni:

1. Apayang dimaksud hibah?

2. Apayang melatarbelakangi terjadinya hibah?

3. Apa rukun hibah?

4. Bagaimana prosedur hibah?

5. Apa tujuan dari hibah?

6. Apakah boleh rujuk dalam hibah?

7. Berapa takaran hibah?

8. Bagaimana pandangan hakim Tulungagung tentang pembatalan hibah oleh
orang tua kepada anaknnya?

9. Apa dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak
pembatalan hibah orang tua kepada anaknya?

10. Apa alasan orang tua menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya?

11. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan

Agama Tulungagung tentang penolakan pembatalan hibah kepada anaknya?

12. Apakah putusan hakim boleh bertentangan dengan KHI?

C. Batasan Masalah
Membatasi masalah merupakan kegiatan melihat bagian demi bagian, dan

mempersempit ruang lingkupnya sehingga dapat dipahami. Membatasi masalah
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bertujuan untuk menempatkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga
memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup
masalah dan yang bukan.

Dari paparan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya
terfokus pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang
Pembatalan Hibah 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006 Pengadilan Agama

Tulungagung).

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan permasalahan dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang dari
latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus
dalam penelitian ini, guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini .
Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Apa alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya?
2. Apa dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan

pembatalan hibah?

E. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut dari

rumusan masalah di atas yakni:

1.

Memahami dan mengetahui alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah

diberikan kepada anaknya.

. Memahami dan mengetahui dasar putusan hakim Pengadilan Agama

Tulungagung menolak pembatalan hibah.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis.

1. Teoritis

a). Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru bagi ilmu
pengetahuan tentang penolakan pembatalan hibah.

b). Menambah, memperdalam dan memperluas  khasanah baru metode
mengeluarkan putusan hakim

c). Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa akan

datang.

2. Praktis
a). Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan

Hibah.
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b). Hasil penelitin ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah

khasanah dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas syari’ah.

G. Definisi Operasional

Sebenarnya untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian
ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat kaitannya dengan
penelitian yang akan dilakukan.

1. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan
dakwaan-dakwaan dan persengkataan karena penguasa tidak mampu
melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana rosulullah SAW. Pada masa
gadhi untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang
jauh."> Mengetahui yang benar, pengadil, adil dan yang mengadili perkara.'®
Menyampaikan hukum syar’l dengan jalan penetapan.'” Dalam hal ini yang
dimaksud adalah hakim majlis dan juga hakim Pengadilan Agama
Tulungagung .

2. Hibah adalah pemberian, hadiah'®. Pemindahan hak, sedekah.'” Yang
dimaksud adalah hibah orang tua kepada anaknya.

3. Pandangan adalah berasal dari kata pandang yang diberi imbuhan —an yang

mempunyai makna, hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan

'S Erfniah Zuhriah, Op. Cit., 7.

' Pjus Partanto, Op.Cit., 211.

' Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990),20.
' 1bid, hal 234

' Pius partanto, Op. Cit., 220.
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sebagainya) benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan
sebaginya).”” Dalam hal ini adalah pendapat hakim.

4. Pembatalan adalah adalah berasal dari kata batal yang beri imbuhan pe- dan —
an yang mempunyai makna, perusakan akad, menarik kembali pemberian,
penghapusan, peniadaan.”' Dalam hal ini adalah penarikan kembali hibah yang
telah diberikan kepada anaknya.

5. Pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.”
Dewan atau majlis yang mengadili perkara, keputusan hakim, sidang hakim
ketika mengadili perkara, tempat mengadili perkara.”’ Dalam hal ini adalah
Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah suatu badan hukum Peradilan
Agama pada tingkat pertama.**

6. KHI adalah fikih Indonesia, ia disusun dengan memerhatikan kondisi
kebutuhan umat islam Indonesia. Ia bukan berupa mazhab baru tapi ia
mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab persoalan fikih. Dalam sistem
hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum

yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia .’

H. Sistematika Pembahasan
Agar dalam pembahasan skripsi ini memperoleh kerangka atau gambaran yang
jelas mka penliti menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

20 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo), 462.

21 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 59.
2 Daryanto, Op.Cit., 470.

3 Hoetomo, kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005),17.

% Erfaniah Zuhriah, Op.Cit, 7.

23 Djalil Basiq, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006 ), 111.



Merupakan pemaparan latar belakang masalah yang berisi tentang
teori hibah, rusak dan batalnya hibah, deskripsi masalah, pentingnya
masalah tersebut untuk diteliti dan alasan diangkatnya judul. Selain
latar belakang masalah, dalam bab ini juga disebutkan mengenai
rumusan masalah sebagai acuan penelitia, tujuan penelitian yang
tidak lepas dari rumusan masalah, definisi operasional terhadap kata
kunci yang sekiranya mengandung banyak pemahaman, manfaat
penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis dan terakhir

sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA
Membahas mengeni kajian teori yang berhubungan dengan
pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang
pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya, yang meliputi
definisi hibah, hukum hibah, tujuan hibah, syarat dan rukun hibah.
Setelah itu, dipaparkan penolakan pembatalan hibah yang
merupakan penyimpangan dari pasal 212 KHI serta tinjauan yuridis
terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama
Tulungagung tentang penolakan pembatalan hibah orang tua kepada
anaknya.

BAB III: METODE PENELITIAN
Menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi, jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data,



metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data serta
pengolahan dan analisis data.
BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN
Merupakan bab laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang
paparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang terdiri
dari deskripsi objek penelitian, alasan-alasan pandang hakim
Pengadilan Agama Tulungagung dan hal-hal yang menjadi faktor
penyebab penolakan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan penutup dari proses akhir penelitian yang berupa
kesimpulan dan saran
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

16



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu perperan sebagai penguat dan pendukung dalam
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini urgen dilakukan.
Dalam rangka memperjelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti
adalah memfokuskan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung
terhadap penolakan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya yang mana hal ini
merupakan penyimpangan pasal 212 KHI. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini,

perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait

16
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dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung
dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. “Hibah Dan Wasiat Dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, yang ditulis oleh
saudara Muhammad Abduh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fakultas
Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syahsyiah pada tahun 2008. Penelitian ini
membahas tentang persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat menurut kitab
undang-undang perdata dan kompilasi hukum Islam. Penelitian ini hampir sama
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama tentang hibah
namun peneliti lebih fokus pada hibah dalam KHI pasal 212.

2. “Tinjauan Teori Kemaslahatan tentang Hibah Antara Suami Istri Dalam KHI Dan
KUHP (BW)”, yang ditulis oleh saudara Insirotul Masudah mahasiswa
Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syahsyiah
pada tahun 2007. Penelitian ini membahas tentang perbedaan aturan hibah yang
sangat mencolok antara KHI dan KHUP (BW) dimana KHI memperbolehkan
hibah antara suami istri sedangkan KUHP (BW) melarang hal tersebut. Sehingga
aturan mana yang memiliki kemshlahatan lebih tinggi antara KHI dengan KUHP
(BW). Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
yakni sama membahas hibah dalam KHI. Perbedaannya yakni penelitian peneliti
adalah hibah orang tua kepada anak.

3. “Hibah Sebagai Cara Untuk Menyiasati Pembagian Harta Waris, yang ditulis
oleh saudara Pahrurozi Suharta mahasiswa Universitas Islam Negeri Fakultas
Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syahsyiah pada tahun 2002. Penelitian ini

menjelaskan tentang masyarakat yang sebagian besar menghibahkan hartanya
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sebagai jalan tengah untuk membagi harta warisan yang dirasa tidak merugikan
semua pihak yakni dengan cara hibah. Penelitian ini hampir sama dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni membahas hibah namun peneliti
fokus pada pembatalan hibah.

Semua penelitian diatas berkaitan dengan hibah. Namun penelitian yang dibahas
dalam proposal skripsi ini lebih fokus pada Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Tulungagung tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI ( study kasus

no.27/Pdt.P/2006 Pengadilan Agama Tulungagung ).

B. Hibah Dalam Figh
1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa
Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja <% 5 yang berarti memberikan harta.'
Dalam Kamus Bahasa Indonesia hibah diartikan sebagai pemberian dengan
mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.” Dalam Kamus Ilmiah Populer
hibah diartikan pemberian, sedekah dan pemindahan hak.” Sedangkan dalam Figh
Islam memberi pengertian hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada
takarannya dan tidak ada sebabnya.® Secara terminologi hibah berarti pemberian
yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tanpa
mengharap balasan apapun.’ Hibah menurut terminologi syariat Islam adalah:

e Shisball Jla pase W elld 1 Ne

! Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Pentafsiran Al-Quran,
1977), 506.

2 Hoetomo, Op. Cit., 185.

3 Pius Partanto, Op. Cit., 220.

* Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Cet. 33; Bandung. PT Sinar Baru Algensindo, ), 326

> Ensiklopedi Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540
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“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih

hidup dan dilakukan secara sukarela”.®
Pemberian dan penerimaan hibah sangat disarankan oleh Nabi dengan sangat
kuat sebab hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia.
Hibah itu sempurna pada saat penerima hibah itu telah menerimanya dan memiliki

pemberian yang diterimanya. Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan.

Sabda Rasulullah SAW tentang menerima pemberian orang lain:

le e an @l e () sate 0 odiie Was a3 1 W as 5 59 0 deal W s
(4o ol o5 ) LT & 17851 & 153 1) (5 T T

“Menceritakan Ahmad bin Al-Azhar, menceritakan Adam menceritakan Isa bin
Maimun dari Qasim dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, sabdanya:’sekiranya saya
dipanggil untuk makan paha kambing atau kakinya, tentulah saya perkenankan, dan
sekiranya saya diberi hadiah paha kambing atau kakinya, tentulah saya
terima!”’(H.R. Ibnu Majah).”

Ga'sme il ao s e JE ol ale ) Ta (N B (5 02 (1B e
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“Dari Khalid bin Adi, “Sesungguhnya Nabi Besar SAW, telah bersabda, barang
siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak
dia minta, hendaklah diterimanya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang
diterima oleh Allah kepadanya™(H.R. Ahmad) °

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial
yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia.

Pengertian hibah secara umum tidak menghendaki imbalan baik terhadap orang yang

% Rachmat Syafe’i, Op. Cit., 242.
7 Abi Andillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (juz I; Beirut: Darut Fikri, 2004), 508.
8 Sulaiman, Rasyid, Op. Cit., 326.
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sederajad atau orang yang lebih rendah atau pun lebih tinggi kedudukannya. Dalam
pengertian yang luas hibah itu meliputi:
1. lbraa, yakni menghibahkan hutang pada orang yang berhutang
2. Shodagoh, yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat
3. Hadiah, yakni pemberian dimana si penerima berniat membalasnya’

Jumhur ulama mendefinisikan sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan
harta tanpa gnti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada
orang lain secara suka rela.

Ulama mazhab Hanbali mendenisikannya sebagai pemilikan harta dari
seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh
melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun
tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.'® Penyerahannya dilakukan ketika pemberi
masih hidup tanpa mengharap imbalan.

Untuk memperjelas pengertian hibah perlu perbandingan dengan pengertian
hibah menurut KHI. Hibah dalam KHI tercantum dalam buku III hukum kewarisan
bab VI hibah. Namun pengertian hibah terdapat dalam buku II hukum kewarisan
bab I ketentuan umum pasal 171 (g), yakni “Hibah adalah pemberian suatu benda
secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih
hidup untuk dimiliki>."

Pengertian hibah dalam KHI dan yang terdaapat dalam pengertian hibah

terminologi Islam tidak jauh berbeda yakni sama-sama dilakukan ketika pemberi

? Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 14, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1988), 168

' Ensiklopedi, Op.Cit., 540.

' Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, (Cet. I; Jakarta: PT. Buku Kita), 118.
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hibah masih hidup, dilakukan dengan suka rela artinya tanpa ada unsur paksaan,

tanpa mengharap imbalan, diberikan pada orang lain yang maih pula.

2. Dasar dan Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan

antara sesama. Ulama figih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah. Sunnah

yakni anjuran jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

€775 BOQHE W@ I B0 =070
SIKee G HieF 00T OB &FODLEOVD
€O GCOXY [MHACTXI* TR JLAEHw 6éxo &
s * AON.CRAIL €HD>EHNE = ERREJOINT @i} o)
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”'?

Surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

71 PEL AN ¢V RO we I Q¢ —~o760
FOM 73O DM W@a 0Z+0 DN, 0ONOZRO

E7 ] SASE XR JUNTICRETR Jm |
PN aS-00 ¢xv QECROROM e o0

O x A NKP *k 5 00WwWa - €0 P ONIOOWa I
“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya™."?

2 Departemen Agama RI, Op. Cit., 115.
"3 Departemen Agama RI, Op. Cit., 43.
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Dalam ayat diatas dijelaskan tentang anjuran pemberian harta baik kepada
wanita yang dinikahi maupun kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir
dan orang yang meminta. Yang mana pemberian harta tersebt dilakukan tanpa ada
unsur paksaaan dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan.

Sabda rasulullah:
L 0o Y clalldd) olis U 08 oLy aile o) e 0 e 353 ol e
(A o) 55),8L5 (e 8 ol LS 8] &)

“Dari abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sabdanya; Hai kaum muslimat!

Janganlah menganggap remeh pemberian seorang tetangga, walaupun hanya

berupa kaki kambing.””"*

g &S e 155 M e 3 J6 Ly anle &) Lo 8 e 80 il e
(s o155 CaLdl &V & 13 T 1T (gan] *fy &oall

“Dari Abu Hurairah r.a., dari nabi SAW. Sabdanya: sekiranya saya dipanggil
untuk makan paha kambing atau kaiknya, tentulah saya perkenankan, dan sekiranya
saya diberi hadiah paha kambing atau kakinya, tentulah saya terima.””*

W G O ) DoaaY U6 LG ale ) (T L oo 80 Db (ol e

(s ol 5), 8L (s "o LT

4 Zainuddin Hamidy, Op. Cit., 48.
5 1bid, 48.
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“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sabdanya: janganlah menghina

seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.”'®

oy e sl (o dela (arJ6 Al il 0 JBa L 3 B A e
Lo o o) A30 )38 L 15755 T Ll 83 750 AT 0 (e Uy i 138 ) 2 (e
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“Dari Khalid bin Adid, bahwasanya nabi SAW bersabda, barangsiapa yang beri
kebaikan dari saudarany tanpa menantinya dan tidak memintanya, maka hendaklah
menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang
diantara Allah kepadanya.”(H.R. Ibnu Majah)*’

Dari hadits diatas terlihat bahwa Rasulullah SAW. Menganjurkan untuk
menerima pemberian sekalipun pemberian itu kurang berharga. Oleh karena itu para

ulama berpendapat makruh menolak pemberian apabila tidak ada halangan yang

bersifat syara’.

3. Rukun dan Syariat Hibah

Ketentuan untuk memberi dan menerima hibah, pada prinsipnya masing-
masing manusia mempunyai hak serta bebas untuk melakukan hal tersebut. Setiap
orang pada dasarnya boleh melakukan pemberikan hibah kepada orang yang
dikehendakinya. Sebagai suatu tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat
yang harus dipenuhi, baik oleh yang menyerahkan hibah maupun bagi orang yang

menerima hibah tersebut. Akibat dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat adalah

tidak sahnya hibah.

' Ibid, 48.
17 Abi Andillah Muhammad bin Yazid, Op. Cit., 512
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Menurut ulama hanafiah, rukun hibah adalah ijab dan qobul karena keduanya

termasuk akad seperti halnya jual beli. Hanafi berpendapat bahwa rukun hibah yakni:
1. ljab (ungkapan penyerahan).
2. Qobul (ungkapan penerimaan).
3. Qabd (harta itu dapat dikuasai langsung).

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat
yang harus dipenuhi sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Jumhur
ulama mengemukakan bahwa rukun hibah empat'®:

a) Wahib (pemberi)

1. Pemberi hibah memiliki barang yang hibahkan.

2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.

3. Pemberi hibah adalah cakap hukum yakni baligh, berakal dan cerdas bukan
anak-anak ataupun orang gila.

4. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhoan.

b) Maudub (Harta yang dihibahkan)

1. Benar-benar wujud (ada), benda tersebut bernilai, benda tersebut dapat
dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang
dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan.
Karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di
udara.

2. Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.

3. Harta tersebut merupakan milik orang yang menghibahkan."

¥ Rachmat Syafei, Op. Cit., 144
' Sayyid Sabiq, 1983, Figih Al-Sunnah:Bairut daral-Fikr
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¢) Mauhublah (orang yang menerima hibah). Orang ini harus benar-benar ada pada
waktu diberi hibah.

d) Hibah itu sah melalui ijab dan qobul, bagaimanapun bentuk ijab qobul yang
ditujukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata:
“aku hibahkan kepadamu; aku anugerahkan padaku: aku berikan kepadamu; atau
yang serupa dengan itu”. Dan yang lain berkata: “ ya aku terima”.

a. ljab, yakni pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberi;
b. Qobul, yakni pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu;
ljab gobul dalam hubungan ini penekannya yang menjadi sasaran ialah
kepada sighot dalam transaksi hibah tersebut. Sehingga perbuatan itu sungguh
mencerminkan terjadinya perpindahan hak milik melalui hibah. Ini berarti bahwa
walaupun rukun di atas telah terpenuhi namun sighot tidak menunjukkan hibah maka
hibah tidak sah.

Hibah bisa dilakukan dengan cara kinayah (sindiran), “misalnya ini untukmu”
dan bisa pula dengan cara mu’athah (semata-mata) dan hal inilah yang diutama oleh
para ulama fiqih.

Tidak sah hibah dengan pembatasan masa berlaku seperti:

1. ljab yang disertai waktu seperti pernyataan “saya berikan rumah ini selama
saya masih hidup atau selama kamu masih hidup”. Pemberian itu sah sedangkan

syarat waktu tersebut batal.
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Rasulullah SAW bersabda:
JE ol sadde b)) dadi ) Jou) () lagie ) (pa) e (i) e (0
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“Peganglah ditanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan dengan
umurmu (jika memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta
tersebut adalah bagi yang diberi.”*
2. ljab yang disertai waktu.
ljab yang disertai dengan syarat juga tidak sah, seperti seseorang berkata,”’rumah
ini untuk kamu secara raqobi (saling menunggu kematian jika pemberi
meninggal dunia terlebih dahulu, maka maka barang miliknyalah yang diberi
dan sebaliknya)”. ljab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Dengan demikian
batal hibahnya namun di pandaang sebagai pinjaman. Transaksi hibah bersifat
tunai dan langsung, serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa
perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Menurut ulama Hanafiya, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia
mau karena Rasulullah telah melarang umuri dan membolehkan ragabi. Dengan
demikian hibah batal dan dipandang sebagai pinjaman. Pendapat ini disepakati oleh
ulama Syafiiyah dan Malikiyah.

3. ljab disertai syarat kemanfaatan.
ljab yang sertai syarat kemanfaatan seperti pernyataan,”’rumah ini untuk kamu

dan tempat tinggal saya”. Menurut ulama hanafiyah hal ini bukan hibah namun

2" Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan bukhari Muslim, (Cet. II; Jakarta:
Darul Falah, 2002), 717.
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pinjaman. Jika ingin melakukan hibah pernyataan yang benar yakni,” rumah ini
untuk kamu dan kamu tinggali”.

Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi
mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan hibah adalah tidak
lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi.dengan demikian
dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi. Dihukumi
makhruh sebab perbuatan itu termsuk menghina wahib (penghibah).

Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang wahib
mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu:

1. Penerima memberikan ganti:
a. Pengganti yang syaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan
Hanabilah menganggap hibah seperti bukanlah hibah melainkan jual beli.
b. Pengganti yang diakhirkan.
2. Penerima maknawi:

a) Pahala dari Allah. Sedekah unyuk orang fakir tidak boleh diambil.

b) Pemberian dalam rangka silaturahmi.

¢) Pemberian adalah hal suami istri
3. Tambahan yang ada pada brang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan

mauhublah (orang yang menerima hibah).
4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah.
5. Salah seorang yang akad meninggal.

6. Barang yang hibahkan rusak.
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Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang yang
telah dihibahkan dan telah dipegang maka tidak boleh diambil lagi, keculi
pemberian orang tua kepada anakanya.

Hibah yang diberikan ketika sakit dan kemudian meninggal maka hukumnya
seperti wasiat. Dan apabila diberikan kepada anak pada hukum hibah tidak sah

sebab tidak boleh berwasiat pada ahli waris.

4. Penarikan Kembali Hibah
Bersedekah dibolehkan menyedekahkan seluruh harta jika ia yakin dan mampu
hidup sabar, tawakal atas apa yang akan dideritanya. Jika tidak sanggup maka

perbuatan itu makhruh hukumnya. Diriwayatkan oleh Umar r.a.:

arsall:culid oaie Ule Gl (83 Vb 3A0aT of AllTs adle &) (Lo alll 16, G
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“Rasulullah  SAW. Menyuruh kami untuk memberikan sedekah, kemudian aku
mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului abu Bakar
jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku.
Rasulullah SAW. Bersabda, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?aku jawab,
aku sisakan bagi mereka seperti apa yang aku sedekahkan. Kemudian abu Bakar
dating dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SWT bersabda kepadanya
pa yang engkau sisakan untuk keluargamu? la menjawab Allah SWT dan rasul-Nya,
aku berkata, aku tidak dapat mendahului atas sesuatu pun setelahnya.””!

Hadits diatas adalah shahih namun jumhur ulama cenderung menggunakan

hadits sebagai berikut:

21 Ibid, 710.
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“Dari Ka’b bin Malik r.a., dia berkata, hai rasulullah, termasuk dalam tobat saya
bahwa saya akan menghabiskan semua harta saya untuk bersedekah menurut yang
disuruh Allah dan rasul-Nya sabda Nabi, tinggalkan untukmu sebagian hartamu!
Itulah yang baik bagimu, kata saya, saya tinggalkan bagian saya yang di Khaibar??
Jumhur ulama menggunakan hadits diatas karena dalam firman Allah yang
terdapat dalam surat Al Zalzalah mengisyaratkan makna untuk bersedekah dengan
sesuatu yang tidak memberatkan kita. Seperti firman-Nya dalam surat Al Zalzalah:7

@AO=0+0 I+ 0r?0E ImHOr=>e0 ITHRO+w
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“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (atom)pun, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya.”?®

Dalam hal seberapa banyak harta yang harus dikeluarkan untuk hibah dalam
KHI telah di atur secara jelas dalam buku II Hukum Kewarisan bab VI pasal 210
(1), berbunyi”orang yang telah cukup umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat dan tanpa adaanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3
harta bendanya”.

Dari bunyi pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang boleh

dihibahkan hanyalah 1/3 harta tidak boleh lebih.

22 Zainuddin Hamidy, Op. Cit., 97.
3 Departemen Agama RI, Op. Cit., 1087
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Hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki baik orang tua,
pasangan hidup, anak bahkan orang lain. Namun disunnahkan memberikan kepada

orang yang paling dekat. Terlihat dari firman Allah dalam surat Al Bagarah: 177
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“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
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sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka ltulah orang-orang yang bertakwa.””**

Dari firman Allah diatas menerangkan bahwa dalam bersedekah di utamakan
orang yang terdekat yakni kerabat barulah kemudian bersedekah kepada orang lain.

Pada penetian kali ini peneeliti fokus pada hibah orang tua kepada anak.
Dihramkan melebihkan pemberian dan kebaikan sebagian dari anak-anak. Tidak
dihalalkan bagi seseorang pun melebihkan sebagian anak-anaknya dari hal
pemberian di atas anak yang lain, karena yang demikian itu aakan menanaamkan
permusuhan dan memjutus hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk

menyambungnya.
Il 01 585 L 55 i) 583 LT (3 1l o) 20y il 200 Ea 08 ol oo
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“Dari Nu’man. Nabi SAW, bersabda, hendaklah kamu adil antara beberapa
anakmu”. (H.R. Ibnu Majah)*

Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik hibah itu haram, sekalipun
demikian hibah itu terjadi antara saudara dan suami istri kecuali hibah orang tua

kepada anaknya.
Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulallah yang berbunyi:
G0 i L S0 0 L) L S L A i 1y A g U
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** Departemen Agama RI, Op. Cit., 43
25 Abi Andillah Muhammad bin Yazid, Op. Cit., 400.
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“Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau
menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya,
kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anakanya. Perumpaaan bagi
orang yang memberikan suatu pemberian kemudian rujuk didalamnya, maka
dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia
muntahkan, kemudaian ia memakan muntahannya kembali.””(H.R. Ibnu Majah)

26

Hadits ini jelas menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah
diberikan. Pemberian hibah (wajib) tidak boleh menuntut kembali lagi kepada
pemberinya, seperti akad-akad lainnya. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku
bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kendatipun demikian
kebolehan menarik hibah dimaksudkan agar dalam orang memberikan hibah kepada
anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan, tetapi dengan syarat barang yang
diberikan itu masih dalam kekuasaan anak.

Sabda Rasulullah SAW tentang kebolehan mencabut hibah oleh orang tua

kepada anaknya:
e 08 A8 el B AT A1 sy e (o L5 08 A5 2 (o
deal sy gl ) 5l
“Dari Aisyah, “Rasulullah SAW. Telah bersabda, anak seorang laki-laki
adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi laki-laki

mengambil harta anaknya.” (H.R. Ahmad)*’

Sabda Rasullah SAW tentang keadilan terhadap beberapa anak:

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14 cet-1, (Bandung: PT Alma’arif, 1989), 174
*7 Sulaiman Rasyid, Fikih Islam xet ke-33, (Bandung: PT sinar Baru Algensindo, 2000), 329
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“Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata, Nabi SAW bersabda, berlaku adillah
kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian pada anak-anak kalian.

Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian.””?®

C. Hibah Dalam KHI

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk di baca, dilihat
atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan serta ditaati. Untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa
bertabrakan satu sama lain.

Islam adalah agama yang sangat jeli segala yang dilakukan oleh manusia
memiliki turan memiliki hukum dari Allah tujuan adalah agar manusia itu menjadi
disiplin dan tidak ada kepentingan yang bertabrakan. Begitu banyaknya hukum-
hukum Allah ada yang berhubungan dengan agama, ibadah, akidah, ilmu dan
kebudayaan, pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dll. Dari
sekian banyak hukum Allah hibah tergolong hukum perdata al ahwal asy syahsyiyah.
Sehingga perlu adanya pengkodifikasian hukum untuk memudahkan hakim. Dalam
lingkungan Peradilan Agama Islam yang memiliki hukum materiil dan hukum formil
salah satu hukum materiilny adalah KHI tujuan adanya KHI adalah untuk dapat

berlakunya hukumm Islam di Indonesia, harus ada hukumm yang jelas dan dapat

¥ Al Imam Asy Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 279
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dilaksanakan baik oleh para penegak hukumm maupun oleh masyarakat, persepsi
yang seragam, untuk digunakan dilingkungan Peradilan Agama Islam untuk
membantu para hakim dalam memutus perkara yang berisi kumpulan hukum-hukum
Islam karena KUH Perdata hanya membahas global hukum Islam.

KHI diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 oleh para Alim
Ulama Indonesia yang terdiri dari buku I tentang hukum perkawinan, buku II
tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Bahwa KHI
dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang
tersebut.

Pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Buku II
Hukum Kewarisan BAB I Ketentuan Umum pasal 171 (g) yang berbunyi: ““Hibah
adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki>*’

Dari definisi hibah di atas terkandung pengertian bahwa hibah diberikan oleh
orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup pula tanpa mengharap
imbalan apapun. Hal ini perlu dicermati sebab jika dilakukan pada saat setelah
meninggal maka bukanlah hibah namun waris. Sehingga dapat dikatakan ciri khas
dari hibah adalah pemberian ketika masih hidup. Definisi ini tidak jauh berbeda
dengan definisi hibah daalam hukum Islam.

Seperti pemberian-pemberian lainnya hibah pun memiliki syarat, hal ini
tercantum dalam KHI bab VI pasal 210 (1) yang berbunyi: “Orang yang telah

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat

%% Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama, 1994), 84
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menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau
lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki>”.*°

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulakan bahwa usia 21 telah dianggap
cakap hukum sehingga boleh melakukan tindakan hukum. Orang yang melakukan
tindakan hukum tidak hanya harus mencapai usia 21 tapi juga harus berakal sehat
sehingga mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Dalam pemberian
hibah haruslah karena keinginan sendiri bukan karena paksaan atau sejenisnya sebab
tujuannya adalah semata-mata keridhoan allah jika terdapat unsur paksaan maka
hibahnya akan batal. Begitu pula takaran, hibah sebanyak-banyaknya hanyalah 1/3
harta, hal ini disebabkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua
kepada anaknya. Selain itu mengapa harus 1/3 harta karena agama Islam dalam
hidup mewajibkan 5 hal yang harus dijaga dalam hidup dan salah satunya adalah
menjaga harta. Islam mengajarkan meskipun berbuat baik kepada orang lain namun
kita tidak boleh berlebihan dan tidak mengenyampingkan kepentingan kita.

Selain itu meskipun syarat-syarat itu telah terpenuhi untuk sahnya hibah
haruslah dilakukan dihadapan dua orang. Hal ini bertujuan untuk memberitahuan
kepada seseorang tentang apa yang telah dilakukan. Karena saksi akan mengatakan
apa yang ia liat, ia dengar dan ia mengetahui apa yang terjadi

Pasal 210 (2) KHI, berbunyi: “Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat
dipertungkan sebagai warisan”.?' Dari bunyi pasal di atas bermakna bahwa
pemberian hibah orang tua kepada anak, kemudian si anak menghibahkan kembali

harta tersebut maka dapat diperhitungkan sebagai warisan.

%% Ibid, 96
3 1bid, 96
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Pasal 211 KHI, berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat

diperhitungan sebagai warisan.”**

Pengertian dari pasal di atas adalah hibah dapat
berubah menjadi warisan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, namun tidak
dijelaskan dapat berubahnya hibah mejadi warisan berdasarkan pertingan apa?.

Pasal 212 KHI, berbunyi: “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah
orang tua kepada anaknya.”*® Pasal ini adalah fokus pembahasan peneliti, pasal
jelas mengatakan bahwa hibah dapat ditarik, jika hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213 KHI, berbunyi: ““Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah
dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat
peersetujuan dari ahli warisnya.”** Pasal ini menerangkan tentang rela tidaknya
ahli waris jika orang yang behibah dalam keadaan sakit memberikan hibah pada ahli
warisnya. Karena kegiatan seperti ini mendekati wasiat sedangkan wasiat tidak
diperbolahkan kepada ahjli waris.

Pasal 214 KHI, berbunyi: “Warga negara Indonesia yang berada di Negara
asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik
Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-

3335

pasal ini.”>” Pasal ini menerangkan tentang kemudahan yang ditawarkan KHI

kepada warga muslim yang ingin hibah namun tidak berada di Indonesia.

32 Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama, 1994), 96.
33 H
Ibid, 96
** 1bid, 96
35 Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama, 1994), 96.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan skripsi sebagai suatu cara yang digunakan
untuk memecahkan suatu masalah serta merupakan sebuah system atau kerja yang
harus dilakukan. Guna memperoleh data dan informasi yang objektif dan aktual
serta relevan . karena metode ini sangat penting untuk menentukan tercapainya
suatu tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus dapat memilih dan
menentukan metode yang tepat agar tercapai tujuan.

Dalam buku pengantar Penelitian Hukum metode penelitian adalah suatu

metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan

37
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mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara
menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.
Sebelum dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian, perlu
adanya seorang peneliti melakukan suatu proyek penelitian. Jika peneliti tersebut
hendak mengungkapkan kebenarnya melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam

skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di desa Rejoagung, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yakni di Pengadiln Agama Tulungagung.
Subyek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Tulungagung baik yang
memberi putusan pada perkara no 27/Pdt.P/2006 tentang penolakan pembatalan

hibah maupun yang bukan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disini adalah jenis penelitian
sosiologis (empiris) berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang
terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini juga dinamakan penelitian studi kasus
(Case Study) karena penelitian ini mengarah pada sebuah penelitian yang intensif
terhadap satuan analisis tertentu. Hal ini mengungkapkan alasan orang tua ingin
menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan apa dasar putusan hakim
Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pembatalan hibah yang mana hal ini

bertentangan dengan syariat Islam dan juga KHI.

! Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,1998), 2.
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Selain jenis penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) dapat juga di anggap sebagai pendekatan luas dalam
penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide
penting dari hal ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan
penelitian langsung dalam suatu keadaan alamiah.?

Penelitian ini mengarah pada penelitian yang bersifat deskriptif yang
merupakan penelitian non hipotesis.® Penelitian disini adalah peneliti akan berusaha
mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang terjadi di
Pengadilan Agama Tulungagung yakni ketidakselarasan antara putusan dengan
hukum materiil. Selain itu, peneliti disini berusaha mengumpulkan data deskriptis
yang banyak dan dituangkan dalam bentuk uraian.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena studi kasus adalah
untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta
karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu.

Terkait dengan hal di atas peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mlakukan
penelitian dan bertemu serta berkunjung langsung ke Pengadilan Agama
Tulungagung sebagai subyek penelitian dan juga berkunjung langsung ke rumah

bapak Tamsoeri selaku orang yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

C. Paragdigma Penelitian
Paradigmaa merupakan sebuah bagan kerja frame work tak tertulis berupa
lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat

mempertajam pandangan terhadap bgaimana cara memahami sebuah data. Pardigma

2 Amiruddin dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 25-26.
¥ Suhrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 24.
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adalah suatu cra pandang dalam memahami permasalahan yang ada di dalam
masyarakat. Paradigmaa di sini bercita-cita memahami dan menafsirkan makna
metode-metode hakim dalam mengeluarkan putusan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigmaa interpretative
(Paradigmaa Alamiah) yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Paradigma
lamiah pada mulanya bersumber dari pandangan Max Weber yang kemudian
dilanjutkan oleh Irwin Deuthcer yang berusaha memahami perilaku manusia dari
segi karangka berpikir maupun bertindak dari orang-orang yang dibayangkan
dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri.* Teknik ini dilakukan dengan menguak
alasan-alasan yang tersebunyi dibalik tindakan para pelaku tindak sosial.

Hibah secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara
sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharap balasan
apapun.’ Hibah ini boleh diberikan kepad siapapun baik anak, pasangan hidup,
orang tua, sanak saudara, untuk umum dll. Hibah ini pun boleh ditarik kembali jika
hibahnya orang tua kepada anak. Dan hal ini pun tercantum dalam pasal 212 KHI.

Akan tetapi sebuah realita (fenomena) mengatakan, bahwa putusan hakim
Pengadilan Agama Tulungagung adalah pembatalan atas hibah orang tua kepada
anak. Artinya, ada sebuah permasalahan yang muncul dari realita yang terjadi ini
yakni ketidaksesuaian antara KHI dengan putusan hakim.

Paradigma alamiah dalam kacamata fenomenologis akan mengantarkan kita

pada sebuah kebenaran dan kepastian apa yang di inginkan oleh peneliti yang

* Lexy Muleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Cet; XVII; Bandung, PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), 52.
® Ensiklopedi Hukum Islam, Cet | (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540
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berhubungan dengan apa yang hendak diteliti dengan metode-metode penelitiannya

yang bertujuan supaya bermanfaat pada bidang keilmuan.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan penelitian.’
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni
pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.” Pendekatan kualitatif disebut
juga metode artistik, karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpola), dan
disebut sebagai metode interpretatif karena data dari hasil penelitian lebih berkenaan
dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.?

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni sebuah
pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan
etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.’

Jadi, disini peneliti berusaha menginterpretasikan hasil pengamatan,
waawancara atau pun penelaahan dokumen dengan memahami makna, nilai, persepsi
subyek yang diteliti. Pada dasarnya tujuan pendekatan ini ingin memperoleh
pemahaman yang lebih dalam dengan mengkroscek di balik realita yang berusaha
berhasil didapat oleh peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pandangan hakim terhadap putusan
no.27/ Pdt.P/ 2006/ Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah pasal

212 KHI.

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka, 2002), 23
" Lexy . Moleong, Op. Cit, 9.

® Sugioyo, Metode Penelitian Kualitatif, Kuntitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 8

% Lexy Muleong, Op.Cit., 15.
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E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di
antaranya adalah menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga
jenis alat pengumpulan data, yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview),
dan dokumentasi.

a) Pengamatan (Observasi)

Metode ini bertujuan memahami suatu cara hidup arti pandangan orang-orang
yang terlibat didalamnya, yang mana dalam hal ini mencangkup tiga aspek yaitu apa
yang dikerjakan, apa yang diketahui, dan benda-benda apa yang gunakan.®

Dengan demikian peneliti harus membandingkan dari hasil pengamatan di
lapangan dengan hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku terkait dengan
pelaksanaan hibah. Dengan cara pengamatan langsung ke Pengadilan Agama
Tulungagung untuk mencari data-data penunjang seperti kondisi sarana dan
prasarana, latar belakang dan tingkat pendidikan yaang terkait dengan hakim, jenis
perkara, jumlah perkara dan kompleksitas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama
Tulungagung.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara
lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang
kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.'’ Ada pula yang

mendefinisikan percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh

1 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003), 144.
1 Burhan Ashshota, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 95
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kedua belah pihak yaitu pewawancar yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai yang memberikan pernyataan.'?

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah wawancara kepada
hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam hal ini kepada Bpk. Drs. Heru
Marsono, S.H, M.H, Bpk. H.M. Munawan, S.H, M.H, Bpk. Drs. Tantowi S.H., M.H,
Bpk Drs. Imam Qozin S.H, M.H, Bpk Drs Sidikki, Bpk. Drs Romdloni.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya
merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.™
Dalam buku Prosedur Penelitian dokumentasi adalah alat pencari data mengenai hal-
hal yang diperlukan dilapangan sebagai pendukung data penelitian, dimana dapat
berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.'*
Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini kali ini adalah cacatan dan
surat bukti penelitian dari Pengadilan Agama Tulungagung, putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung

Peneliti disini menggunakan teknik sampling yaitu memilih sejumlah tertentu
dari keseluruhan populasi. Dengan tujuan untuk menggali informasi yang akan
menjadi dasar rancangan dan teori yang akan muncul. Oleh sebab itu, peneliti
menggunakan Purposive Sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang

yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri yang dimiliki sampel itu. Purpusive

2 Noeng Muhardjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118.
13 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju), 4.
4 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., 23.
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Sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain
penelitian.
Dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Tulungagung putusan yang

dikeluarkan oleh Pengadilan agama Tulungagung.

F. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu
penelitian.Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh™. Dalam
pengumpulan data ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan.*® Dapat
pula disebut sumber pertama. Adapun yang dimaksud dengan data primer dalam
penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari subyak penelitian secara
langsung dengan menggunakan metode wawancara. Subyek penelitian disini
adalah pandangan hakim Pengadilan agama Tulungagung yang dilakukan secara
langsung kepada para hakim Pengadilan Agama Tulungagung baik hakim majlis
maupun bukan.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama

Tulungagung.

Daftar nama subyek penelitian hakim Pengadilan Agama Tulungagung,
yakni:
1. Bpk. Drs. Heru Marsono, S.H, M.H, adalah wakil ketua Pengadilan

Agama Tulungagung.

15 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, 107.
16 Soejono Soekanto, Op. Cit.,2.
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2. Bpk. H.M. Munawan, S.H, M.H, adalah hakim madya pratama
Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Bpk. Drs. Tantowi S.H, M.H,adalah hakim madya pratama Pengadilan
Agama Tulungagung.

4. Bpk Drs. Imam Qozin S.H, M.H, hakim madya pratama Pengadilan
Agama Tulungagung.

5. Bpk Drs Sidikki, hakim madya pratama Pengadilan Agama
Tulungagung.

6. Bpk. Drs Romdloni, hakim madya pratama Pengadilan Agama
Tulungagung.

b) Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil
penelitian yang berupa laporan dan sebagainya. Berkaitan dengan data sekunder
adalah putusan Pengadilan Agama Tulungagung, KHI serta pemberi hibah.

Menurut penelitian hukum supaya lebih spesifik, maka sumber data sekuner

dapat dibagi atas:

1. Bahan Hukum Primer
Sebuah bahan yang mengikat dan menjadi hal yang sangat utama dalam
suatu penelitian pada penelitian ini tentang pandangan hakim Pengadilan
Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah pasal 212 KHI (studi kasus
no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung). Bahan hukum primer
dalam penelitian ini adalah hakim

2. Bahan Hukum sekunder
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Bahan yang menjelasakan sumber hukum primer, seperti buku-buku ilmiah,
hsil penelitian, dan juga karya ilmiah. Oleh karenanya, dalam hal ini adalah
buku-buku atau kitab yang membahas hibah dan prosedur pengambilan
putusan oleh hakim, seperti: Figih Muamalah: Rachmat Syafei, Fikih
Sunnah: Sayyid Sabig, Terjemahan Hadits Shahih Bukhari: Zainuddin
Hamidy dkk, KHI, Laporan tahunan 2009 Pengadilan Agama
Tulungagung, Tata Cara Dan proses Persidangan: Soeroso, Penerapan
Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama: Abdul Manan, atau
buku-buku yang lain yang berkaitan dengan pembaha san hibah.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan tambahan dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer dan

sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus IIimiah.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman
maka dalam pengolahan analisis data, peneliti disini menggunakan:

1. Edit (Editing)

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh
terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta
relevansinya dengan kelompok data lain. Pada dasarnya data yang masih
mentah dan belum diolah tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan kata
lain data-data yang terkumpul perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika
disana-sini masih terdapat hal-hal yang tidak termasuk data. Tahap ini,

dilakukan ketika ada kekurangan penulisan identitas informan.
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2. Kilasifikasi (Classifying)

Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa
klasifikasi data, tidak jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain
itu Kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian
dari data.'” Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data
yang diperolen dari para informan ke dalam pola tertentu guna
mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan.

Tujuan dari Kklasifikasi adalah agar benar-benar memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti halnya pendapat hakim Pengadilan
Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah orang tua kepda anaknya.

a. Verifikasi (Verifying)

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang)
terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan. Agar akurasi
data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh
segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak
(informan-informan) yang telah  diwawancarai, kemudian peneliti
memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-
data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah di inormasikan oleh merka
atau tidak.

Selain itu peneliti juga menggunakan cara trianggulasi yaitu

mencocokan (cross-check) antara hasil wawancara dengan informan yang

L exy J. Moleong, Op. Cit,. 290.
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satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara
proporsional.*®
b. Analisis (Analysing)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ada pula yang mendefinisikan
penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan
diinterpretasikan.”® Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang
menggambarkan keadaan atau status femonema dengan Kkata-kata atau
kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh
kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh
melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk
kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam
penelitian statistik.

c. Kesimpulan (Concluding)

Langkah terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang
telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Di mana peneliti sudah
menemukan jawaban-jawaban dari hasil peneliti yang dilakukan. Peneliti
pada tahap ini membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran
secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dengan

normatifitas.

'8 1bid, 330.
1% Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: Pusaka LP3ES, 1995), 263.
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BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Menolak Pembatalan
Hibah Pasal 212 KHI

Dari hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pandangan
hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat
diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti
tentang pembatan hibah. Penelitian disini, peneliti memperoleh data dari hakim-
hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi wakil ketua Pengadilan
Agama Tulungagung, hakim majlis yang menangani perkara pembatalan hibah dan
hakim-hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung. Ada beberapa pandangan
hakim terkait dengan pembatan hibah. Sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah

ini, terntang pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan

54
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Adapun letak geografis, luas dan batas-batas daerah serta jumlah penduduk
Kabupaten Tulungagung secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:
a). Letak geografis
Bujur Timur 111°43°-112°07°
Lintang Selatan : 7°51-8°18°
b). Luas dan batas-batas wilayah
Secara administrative kbupaten Tulungagung luas wilayahnya mencapai
1.150.41 km” dengan 19 kecamatan dan 271 desa/ kelurahan, dengan batas-batas:
Utara : Kab. Kediri
Timur : Kab. Blitar
Selatan : Samudera Indonesia
Barat  : Kab. Trenggalek
¢). Jumlah penduduk
Berdasarkan badan statistik tahun 2009 dari Badan Pusat Statistik kabupaten
Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.404.121 jiwa
dan sebanyak 984.322 (98,18%) jiwa beragama Islam. Terkait dengan kedudukan
tersebut di atas dalah klasifikasi atau penentuan kelas bagi Pengadilan tingkat
pertama, berdasarkan keputusan menteri agama nomor 73 tahunl993 tentang
penetapan kelas pengadilan agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama
Tulungungagung sebagai pengadilan kelas 1 A yaitu kelas dalam urutan teratas
dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dengan klasifikasi tersebut,
jumlah ketenagaan Pengadilan Agama Tulungung masih berada di bawah

standarisasi.
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Sedangkan yang dimaksud alam yuridis pengadilan Agama Tulungagung
secara administrasi, daerah kabupaten Tulungagung terbagi dalam 4 wilayah
pembantu Bupati, 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan, masing-masing
yakni:

1) Wilayah pembantu Bupati di Tulungagung, terdiri dari 4 kecamatan, yaitu:
a. Kecamatan Tulungagung meliputi 14 kelurahan
b. Kecamatan Boyolangu meliputi 17 desa
c. Kecamatan Kedungwaru meliputi 19 desa
d. Kecamatan Ngantru meliputi 13 desa
2) Wilayah pembantu Bupati di Ngunut, terdiri dari 5 kecamatan, yaitu:
a. Kecamatan Ngunut meliputi 18 desa
b. Kecamatan Kalidawir meliputi 17 desa
c. Kecamatan pucanglaban meliputi 9 desa
d. Kecamatan sumbergempol meliputi 17 desa
3) Wilayah pembantu Bupati di Campurdarat, terdiri dari 5 kecamatan, yakni:
a. Kecamatan Campurderat meliputi 9 desa
b. Kecamatan Besuki meliputi 10 desa
c. Kecamatan Bandung meliputi 18 desa
d. Kecamatan Pakel meliputi 19 desa
e. Kecamatan Tanggunggunung meliputi 7 desa
4) Wilayah pembantu Bupati kalangbret, terdiri dari 5 kecamatan, yaitu:
a. Kecamatan Kauman meliputi 13 desa
b. Kecamatan Gondeng meliputi 2 desa

c. Kecamatan Karagrejo meliputi 13 desa
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d. Kecamatan Sendang meliputi 11 desa
e. Kecamatan Pagerwojo meliputi 11 desa'

Melihat kondisi obyektif kabupaten Tulungagung yang secara geografis begitu
luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya
perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung, maka ditetapkanlah
kebijakan-kebijakan umum hal ini dalam rangka mencapai tujuan, visi, misi yang
telah dicanangkan. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan umum Pengadilan
Agama Tulungagung adalah:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan
berwibawa sebagai syarat utama bgi tegaknya negara hukum.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan.
Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan
profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.

3. mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermanfaat
dan bertangung jawab.

4. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-intriksi
vertikal maupun horizontal.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Tulungagung turut serta melakukan
langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan

Negara demokrasi berdasarkan hukum.

! Sumber Data Pengadilan Agama Tulungagung, 8.
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1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Struktur organisasi dalam lingkungan pengadilan agama mempunyai peranan
penting, yaitu mempertegas kedudukan wewenang dan ketanggungjawaban dari
masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan pengadilan
tidak akan menemui hambatan.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA/004/SK/I1/1992
tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama Tulungagung

mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:
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1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam menjalankan tugas sehari-hari suatu organisasi harus memiliki landasan
muara sebagai sebuah idea dalam tugasnya, atau lebih umum dikenal dengn istilah
“visi”, kemudian untuk mewujudkan visi tersebut harus pula ditentukan adanya
misi, sebagai sebuah usha yang sifatnya praktek.

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu unit organisasi dari
organisasi induknya Mahkamah Agung RI dalam melakukan visi dan misi merujuk
kepada visi misi dari organisasi induk tersebut. Bertanggung jawab, kredibel,
menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan
biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik,
maka misi utamanya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pengadilan tingkat pertama
mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49
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Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Secara umum untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administratasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan erksekusi.

Memberikan pelayanan di bidang adminitrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali seta administrasi peradilannya.

Memberikan pelayanan adminitrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan selain biaya perkara).
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi pemerintahan di daerah hukum-nya apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentrang Peradilan
Agama.

Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan
hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A Undang-undang nomor 7 tahun 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
sebagaimana diatur dalam pasal 107 (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan/
waarmerking untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan

sebagaianya.
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8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
pelayanan riset/ penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa/ pelajar dan

lain sebagainya.

1.4 Penerimaan dan Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu instansi pemerintah di
bawah Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata.
Pengadilan Agama memiliki mempunyai kompetensi relatif dan kopetensi absolute,
yakni:

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif (daerah hukum) Pengadilan Agama Tulungagung yang
meliputi daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai tertera di atas, dan
kekuasaan Pengadilan Agama dan kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan
kehakiman, “yudisial power” diatur dalam bab II Undang-undang No.7 tahun 1989
tentang peradilan agama, yang pada prinsipnya sama makna dan perumusannya
dengan apa yang ditentukan untuk pengadilan umum, yang diatur dalam bab II pasal
10 ayat 1 undang-undang no.14 tahun 1970.

Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai arti sebagai
pengadilan yang bertindak untuk menerima, memertiksa dan memutus setiap
permohonan atau permohonan, pada tahap palng bawah dari susunan pengadilan
dari orang yang beragama Islam sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 1

undang-undang no.1 tahun 1974.
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2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolud atau disebut juga dengan kewenangan mutlak yaitu
kewenangan yang didasarkan atas atribusi tau pemberian kekuasaan yang berkaitan
dengan materi hukum bagi pengadilan agama kompetensi absolute Pengadilan
Agama Tulungagung adalah sebagaimana tersebut di dalam UU no.7 tahun 1989 jo.
UU no.3 tahun 2006, meliputi perkara-perkara dibidang:

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah

i. Ekonomi Syariah
Di antara perkara di bidang perkawinan tersebut dalam yuridiksi voluntair
adalah perkara:

1. Dispensasi kawin tau disponsori umur umur untuk kawin pasal 7 (2) UU
no. 1 tahun 1974

2. Izin kawin pasal 6 (2) UU no.1 tahun 1974

3. Wali Hakim karena adhol pasal 23 (1)(2) KHI jo. Peraturan menteri
agama nomor 2 tahun 1987.

4. Perwalian, meliputi:

a). Pencabutan kekuasaan wali
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b). Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali di cabut.

c). Penunjukan eorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukkan wali oleh orang tuanya.

d). Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah
kekuasaannya pasal 50 sampai 54 UU no,1 tahun 1974 jo. Pasal 107
sampai 112 KHI.

5. Asal usul anak pasal 55 UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 103 KHI.
6. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam penjelasan pasal 49 UU

no.3 tahun 2006 tahun 2006 huruf a.

7. Isbat nikah atau pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi
sebelum UU no. 1 tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain

pasal 1 (2) KHI, penjelasan pasal 49 UU no.3 tahun 2006 huruf a.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama
Tulungagung mempunyai tugas pokok dan fungsi, yakni”memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh dan
ekonomi syariah”. Sebagaimana dimanatkan dalam pasal 49 Undang-undang nomor
3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama.



waktu 2006-2008 menurut jenis perkranya sebagai berikut:

60

Berikut peneliti paparkan perkara yang di putus/ diselesaikan selama kurun

Tabel 1.5

Daftar perkara yang diputus/ diselesaikan selama kurun waktu 2006-

2008 dapat dirinci menurut jenis perkara sebagai berikut:

Prosentase
No Jenis Perkara 2006 | 2007 | 2008 Perubahan
2008-2009
1 | Ijin Poligami 11 10 11 0.11%
2 | Pencegahan perkawinan 0 0 0 0%
3 | Penolakan Perkawinan 0 0 0 0%
4 | Pembatalan Perkawinan 3 1 2 0.02%
5 | Kelalaian Kewajiban Suami Istri 0 0 0 0%
6 | Cerai Talak 641 | 741 836 7.39%
7 | Cerai Permohonan 1131 | 1219 1550 13%
8 | Harta Bersama 4 3 5 0.04%
9 | Penguasaan Anak 0 5 5 0.02%
10 | Nafkah Oleh Ibu 0 0 0 0%
11 | Hak-hak Bekas Istri 0 0 0 0%
12 | Pengesahan Anak 4 3 0 0.02%
13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0 0%
14 | Perwalian 2 3 2 0.02%
15 | Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0 0%
Penunjukkan Orang Lain Sebagai

16 | Wali 0 0 0 0%
17 | Ganti Rugi Terhadap Wali 0 0 0 0%
18 | Asal Usul Anak 0 0 0 0%
19 | Penolakan Kawin Campur 0 0 0 0%
20 | Isbat Nikah 12 26 13 0.17%
21 | Izin Kawin 0 1 0 0.10%
22 | Dispensasi Kawin 41 76 138 0.85%
23 | Wali Adhol 17 20 12 0.16%
24 | Ekonomi Syariah 0 0 0 0%
25 | Kewarisan 3 3 0 0.03%
26 | Wasiat 0 0 0 0%
27 | Hibah 2 0 0 0,01%
28 | Wakaf 0 0 0 0%
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29 | Zakat, Infak , Shadagah 0 0 0 0%

30 | P3HP 0 0 0 0%
Lain-lain (cbt, tolak, ggr, tdk d

31 | trm) 0] 137 205 1.14%

Jumlah 1869 | 2243 2781 22.98%

Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Tulungagung

2 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Menolak Pembatalan
Hibah Pasal 212 KHI

Dari hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pandangan
hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat
diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti
tentang pembatan hibah. Penelitian disini, peneliti memperoleh data dari hakim-
hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi wakil ketua Pengadilan
Agama Tulungagung, hakim majlis yang menangani perkara pembatalan hibah dan
hakim-hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung. Ada beberapa pandangan
hakim terkait dengan pembatan hibah. Sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah
ini, terntang pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan
hibah pasal 212 KHI (studi kasus no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama
Tulungagung).

Bapak Drs. Heru Marsono, S.H.,M.H. adalah seorang wakil ketua Pengadilan
Agama Tulungagung. Peneliti memilih bapak Heru karena beliau adalah wakil ketua
sehingga memiliki banyak pengalaman tentang berbagai perkara, selain itu pada hari

Jumat tanggal 8 Januari 2010 bapak Heru tidak sibuk, peneliti temui di ruang kerja
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beliau sekitar pukul 09.30 WIB. Ketika penulis bertanya tentang pemahaman beliau
tentang hibah. Beliau menjawab:

“Hibah itu pemindahan harta ketika penghibah masih hidup mbak. Kalo sudah
meninggal namanya waris. Trus...harta yang boleh dihibahkan paling banyak 1/3
harta, kalo soal rukun ya ada penghibah, ada penerima hibah, ada barangnya trus
ada akad .

Dari data di atas, peneliti menanyakan tentang penarikan hibah. Lalu beliau
menjawab:

“Ow...penarikan hibah to mbak?gak bisa mbak, alasan apapun penarikan
hibah itu tidak boleh kecuali penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya.’

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang
bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Hal ini
sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mana tidak

sejalan dengan hibah dalam pasal 212 KHI beliau menjawab:

“Begini mbak hakim dalam mengeluarkan putusan memang tidak serta merta
sesuai dengan hukum yang ada, karena memang ada prosedurnya tersendiri,
jadi...proses pengambilan putusan itu ada tiga mbak. Pertama, musyarawah
majelis hakim kedua metode penemuan hukum yang terakhir teknik pengambilan
putusan. Musyawarah itu yaa para hakim majelis itu musyawarah mbak untuk
membenarkan bahwa telah terjadi peristiwva hukum kemudian mengkualifisir,
mengkualifisir itu menilai peristiwa termasuk hubungan hukum mana dan hukum
apa, yang terakhir dari musyawarah itu adalah menetapkan hukum kepada pihak
pencari keadilan mbak. Yang kedua metode penemuan hukum, nah ini macamnya
banyak sekali mbak, ada dengan cara interpretasi, cara konstruksi, cara argument
seperti itu.yang ketiga teknik pengambilan putusanperumusan pokok sengketa,
pengumpulan bukti dan analisa fakta. Itu mbak yang membuat kadang-kadang
putusan hakim dengan aturan hukum berbeda.”*

Pernyataan di atas bahwa hibah adalah pemindahan harta ketika penghibah
masih hidup, harta yang boleh dihibahkan paling banyak 1/3 harta. Rukun hibah

yakni ada penghibah, ada penerima hibah, ada barang dan ada akad. Tentang

? Heru Marsono, Wawancara, (Tulungagung 8 Januari 2010.)
3 Pk, Op. Cit,. Heru Marsono.
* Pk, Op. Cit,. Heru Marsono.
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penarikan tidak boleh dilakukan kecuali penarikan hibah dari orang tua kepada

anaknya. Di jelaskan pula proses pengambilan putusan yakni ada tiga:

1). Musyarawah majelis hakim, yaitu musyawarah para hakim untuk membenarkan
atau tidak. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum kemudian mengkualifisir.
Mengkualifisir adalah menilai peristiwa termasuk hubungan hukum mana dan
hukum apa.

2). Metode penemuan hukum berupa interpretatif, konstruksi dan argumen

3). Teknik pengambilan putusan yaitu dengan perumusan pokok sengketa,
pengumpulan bukti dan analisa fakta.

Bapak H. Romdloni beliau adalah hakim anggota Pengadilan Agama
Tulungagung, seorang kyai, namun beliau tidak mengakui sebagai kyai. Peneliti
wawancara dengan bapak Romdloni pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 pada
pukul 10.00 WIB, wawancara ini dilakukan di ruang kerja beliau. Peneliti
menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

“Hibah itu pemberian, kalau didalam KHI hibah itu pasal 210, pemberian
sukarela untuk orang yang telah berumur 21 tahun’”

Mendengar paparan bapak Romdloni, peneliti kembali menanyakan tentang
penarikan hibah. Beliau menjawab:

“Dari buku-buku yang saya baca hibah itu boleh diberikan kepada siapapun
yang dikehendaki namun disarankan kepada orang-orang terdekat seperti sabda

rasul itu:
Aele cndiiad o Gal ALy 5 355

Artinya: suami, anakmu, lebih berhak untuk menerima sedekah kepada
mereka.

Penarikan hibah itu tidak boleh meskipun memberikan hibah boleh kepada
siapa pun karena, karena hibah itu punya rukun dan punya syarat, salah satu
rukunya itu adalah wahib. Wahib itu pemberi hibah nah syarat pemberi hibah itu

° H. Romdloni, Wawancara, (Tulungagung, 15 Januari 2010)
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adalah tanpa ada paksaan, karena ada unsur tanpa paksaan maka hibah harus
dilakukan dengan sukarela dan ikhlas sehingga tidak bisa hibah itu dicabut.

Kecuali kalau hibahnya bapak ke anak kenapa demikian? Tujuanny adalah agar

bapak itu adil kepada anak-anaknya”.°

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang
bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Hal ini
sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mana tidak
sejalan dengan hibah dalam pasal 212 KHI beliau menjawab:

“Perbedaan antara putusan hakim dengan hukum yang berlaku? sampeyan
harus tahu duduk perkaranya! putusan berbeda dengan hukum itu boleh-boleh saja
tapi hakim harus punya alasan dan semua itu nanti ditulis dalam putusan kenapa
hakim mengambil putusan seperti ini, kalau orang-orang yang berperkara merasa
tidak puas merasa putusan hakim tidak adil boleh mengajukan banding.””’

Beliau mengatakan definisi hibah sesuai dengan pasal 210 (1) KHI yang
berbunyi, “orang yang telah berumjur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat
dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta
bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk

dimiliki.” Hibah dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki namun di

usahan kerabat yang lebih dekat lebih sabda rasul:

pele BN e Bal o A T R

Artinya:” Suami, anakmu, lebih berhak untuk menerima sedekah kepada
mereka.”
Hibah tidak boleh dicabut kecuali hibahnya bapak kepada anaknya. Hal ini

bertujuan supaya para orang tua berlaku adil kepada anaknya. Perbedaan antara

¢ Pk, Op. Cit., H. Romdloni.
7 Pk, Op. Cit., H. Romdloni.
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putusan hakim dengan hukum yang berlaku adalah bisaa terjadi dan boleh-boleh
saja, namun hakim harus memiliki alasan kuat, mengapa menetapkan putusan
semacam itu, karena hal itu merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap
masyarakat. Dan apabila para pencari keadilan merasa putusan hakim belum
memenuhi rasa keadilan maka boleh mengajukan banding atau kasasi.

Bapak Drs.Tantowi S.H.,M.H, beliau adalah salah satu hakim majelis yang
memutus perkara hibah no.27/Pdt.P/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti
menemui beliau setelah wawancara dengan bapak Romdloni. Peneliti menanyakan

pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

“Hibah...saya mengutip dari kitab Mukhtashar Nailul Authar berarti
pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakal sehat yang diambil dari

hartanya yang berupa uang atau barang yang dibolehkan.”®

Mendengar paparan bapak Tantowi, peneliti kembali menanyakan tentang

penarikan hibah. Beliau menjawab:

“Menurut hukum Islam dan undang-undang itu tidak boleh tapi pengadilan
tidak selalu mengeluarkan putusan yang sesuai dengan hukum. Karena hukum itu
bersifat global sementara orang-orang yang berperkara disini memiliki alasan-
alasan sendiri pula yang menyebabkan hakim harus mentafsirkan hukum agar

putusan yang dikeluarkan memenuhi rasa keadilan.””

¥ Tantowi, Wawancara, (Tulungagung, 15 Januari 2010)
? Pk, Op. Cit., Tantowi.
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Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim
Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah yangmana dalam hal ini

merupakan menyimpang dari pasal 212 KHI. Beliau menjawab:

“Menurut saya itu tidak bertentangan. Karena memang duduk perkara yang
ada tidak sesuai dengan bunyi pasal, di dalam pasal 212 KHI berbunyi *““hibah
tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Hal ini
memang benar kebolehan orang tua menarik hibah kepada anaknya. Bunyi pasal
ini dalam keadaan sempurna artinya penerima waris masih hidup. Dan perkara
yang masuk disini adalah penerima hibah sudah meninggal jadi hakim tidak bisa
menggunakan pasal 212 KHI ini. Hal ini demi tercapainya rasa keadilan.
Kebolehan menarik hibah itu tidak bisa seenaknya, tapi ada aturannya yaitu

persetujuan penerima hibah. Nah...disini yang mau dimintai persetujuan sudah

meninggal jadi ya...gak bisa menggunakan pasal 212 KHI.” '

Menurut beliau hibah adalah seperti definisi dalam kitab Mukhtashar Nailul
Authar yang berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakal sehat
yang diambil dari hartanya yang berupa uang atau barang yang dibolehkan.
Penarikan hibah menurut hukum Islam dan undang-undang adalah tidak
diperbolehkan tetapi pengadilan tidak selalu mengeluarkan putusan yang sesuai
dengan hukum. Karena hukum bersifat global sementara orang-orang yang
berperkara memiliki alasan-alasan yang menyebabkan hakim harus mentafsirkan
hukum agar putusan yang dikeluarkan memenuhi rasa keadilan.”

Sehubungan dengan penelitian peneliti bapak Tantowi adalah salah satu
hakim majelis yang mengetahui duduk perkara no.27/Pdt.P/2006/ Pengadilan

Agama Tulungagung. Menerangkan tentang alasan pembatan hibah. Karena duduk

12 Pk, Op. Cit., Tantowi.
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perkara yang masuk tidak sesuai dengan bunyi pasal, di dalam pasal 212 KHI
berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada
anaknya”. Bunyi pasal ini harus ditafsirkan dalam keadaan sempurna artinya
penerima waris masih hidup. Dan perkara yang masuk adalah penerima hibah sudah
meninggal jadi hakim tidak bisa menggunakan pasal 212 KHI ini. Hal ini demi
tercapainya rasa keadilan. Kebolehan menarik hibah adalah adanya persetujuan
penerima hibah.

Bapak Drs. Imam Qozin Bahrowi S.H.,M.H, beliau adalah salah satu hakim
majelis yang memutus perkara hibah no.27/Pdt.P/2006/ Pengadilan Agama
Tulungagung. Peneliti menemui beliau setelah wawancara dengan bapak Tantowi.

Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

“Hibah sama dengan wasiat tentang jumlahnya yaitu 1/3 harta, hibah itu
pelimpahan hak atas harta™."!

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim
Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah yangmana dalam hal ini

merupakan menyimpang dari pasal 212 KHI. Beliau menjawab:

“Perkara pencabutan hibahnya pak Tamsoeri itu kasusnya sangat komplek
mbak, jadi hakim gak bisa mengikuti undang-undang, memang penyimpangan
terlihat dari luar tapi kalo sudah tahu duduk perkaranya ya saya kira putusan yang
majlis hakim keluarkan itu sudah memenuhi rasa adil meskipun tidak sesuai dengan
KHI. Jadi itu kan gini mbak pak Tamsoeri itu menghibahkan tanah kepada anak
perempuannya seluas 30 Ru (420m?) dan 17 Ru (258m?) ditipkan ke anaknya tapi
yang tertulis pada akta hibah adalah 47 Ru (678m?), kemudian pada saat anaknya

" Imam Qozin Bahrowi, Wawancara, (Tulungagung, 15 Januari 2010)
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meninggal itu, pak Tamsoeri menarik hibahnya. Perkara ini tidak lazim mbak,
makanya majlis hakim ya gak bisa mengikuti pasal 212 KHI. Alasannya ya seperti
dalil figih yang ada dalam kitab Al Muhallah juz 9 hal 149 itu mbak kalau hibah
tidak bisa ditarik lagi ketika anak sudah meninggal karena objek hibah berpindah
pada ahli warisnya. Jadi Cuma yang 17 ru itu yang bisa diambil itu pun bukan

tanah hibah, karena dulu akadnya bukan hibah tapi pak Tamsoeri menitipkan

kepada anak perempuannya.”"?

Menurut beliau hibah adalah sama dengan wasiat tentang jumlahnya yaitu 1/3
harta. Beliau juga termasuk salah satu hakim majelis pendapat beliau tentang
pembatan hibah perkara no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung.
Pencabutan hibah pak Tamsoeri memiliki kasus yang komplek jadi hakim gak bisa
mengikuti undang-undang. Terlihat penyimpangan dari luar tetapi sesungguhnya
tidak apabila telah mengetahui duduk perkaranya. Putusan yang majlis hakim
keluarkan itu sudah memenuhi rasa keadilan meskipun tidak sesuai dengan KHI.
Duduk perkara no. 27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung adalah pak
Tamsoeri menghibahkan tanah kepada anak perempuannya seluas 30 Ru (420m?)
dan 17 Ru (258m?) ditipkan ke anaknya tapi yang tertulis pada akta hibah adalah 47
Ru (678m”), kemudian pada saat anaknya meninggal, pak Tamsoeri menarik
hibahnya. Perkara ini tergolong tidak lazim, oleh karenanya majlis hakim tidak bisa
mengikuti pasal 212 KHI. Alasannya seperti dalil fiqih yang ada dalam kitab Al
Muhallah juz 9 hal 149 yakni hibah tidak bisa ditarik lagi ketika anak sudah
meninggal karena objek hibah berpindah pada ahli warisnya. Sehingga hanya 17 ru
yang bisa diambil karena bukan tanah hibah, terlihat dari niat dan akad bukan hibah

tapi pak Tamsoeri menitipkan kepada anak perempuannya.”

12 Pk, Op. Cit., Imam Qozin Bahrowi.
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Bapak Siddiki beliau adalah hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung.
Peneliti wawancara dengan bapak Siddiki pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010
pada pukul 10.00 WIB, wawancara ini dilakukan di ruang kerja beliau setelah beliau
selesai bermain tenes lapangan. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang

hibah. Beliau menjawab:

“Hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan
1,13

yang dilakukan ketika hidup.

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang
bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Beliau

menjawab:

“ya gak apa-apa mbak, wong hakim tu dikasi kebebasan untuk berijtihat,
1114

makanya ada yurisprodensi.
Menurut beliau hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa
ada unsur paksaan yang dilakukan ketika hidup. Tentang putusan hakim yang
berbeda dengan undang-undang yang berlaku adalah hal yang biasa saja dan boleh
karena hakim diberi kebebasan untuk berijtihat jika tidak ada ijtihat hakim maka
tidak ada yurisprodensi.
Bapak H. M.Munawan S.H.,M.H, beliau adalah salah anggota pengadilan

Agama Tulungagung. Peneliti wawancara dengan beliau setelah wawancara dengan

1 Siddiki, Wawancara, (Tulungagung, 22 Januari 2010)
' Pk, Op. Cit., Siddiki.
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bapak Siddiki. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau

menjawab:

“Hibah itu ya sama kaya yang dikatakan pak Siddiki tadi mbak. Pemberian

ketika hidup yang punya rukun dan juga syarat.”"®

Mendengar paparan bapak Munawan, peneliti kembali menanyakan tentang
putusan hakim yang bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun
materiil. Beliau menjawab:

“Boleh-boleh saja itu mbak, hakim diberi kebebasan untuk berijtihat.”"®
Menurut beliau tentang hibah dan putusan hakim yang berbeda dengan

undang-undang sama pendapat beliau dengan pak Siddiki.

3 Alasan Orang Tua Menarik Hibah Yang Telah Diberikan

Bapak Tamsoeri adalah seorang petani 88 tahun, asal desa Ketanon
Kedungwaru Tulungagung. Peneliti menemui beliau di rumahnya di jalan Dudun
Gempolan 365B Tulungagung pada tanggal 24 Januari 2010, pukul 15.00 WIB.
Peneliti wawancara dengan beliau di toko sembako beliau sebab toko beliau tidak
ada yang menjaga jika harus wawancara resmi di dalam rumah. Peneliti penanyakan

pemahan beliau tentang hibah. Beliau menjawab dalam bahasa jawa:

“Hibah iku yo ngeweki lemah nang anak, nduk (hibah adalah memberikan
tanah kepada anak).”"’

'S H. M. Munawan , Wawancara, (Tulungagung, 15 Januari 2010)
'6 Pk, Op. Cit., H. M. Munawan.
17 Tamsoeri, Wawancara, (24 Januari 2010)
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Peneliti menanyakan kepada pak Tamsoeri tentang rukun hibah. Beliau

menjawab:

“Owalah nduk rukune hibah yo kudu ono lemah,ono sing ngeweki trus ono
sing nrimo mari ngono ono sing nyekseni (rukun hibah itu harus ada tanah, ad yang
member dan ada yang menerima serta ada saksi). Aku hibah neng anakku iku wes
suwi banget nduk, kiro-kiro tahun 1999 opo tahun piro ngono nduk lali aku.

(Saya hibah kepada anak saya itu sudah lama sekali nak, kira-kira tahun

1999 atau tahun berapa gitu nak, saya lupa).”'®

Peneliti kembali bertanya kepada pak Tamsoeri siapa saja yang menjadi

saksi ketika bapak Tamsoeri berhibah. Beliau menjawab:

““Sing nyekseni hibahku iku anak ku. Anak ku ono telu Masjuki karo Nurjiati
(alm) iku anak kandung trus karo Mujiatun iku anak pupon, wes tak openi ket cilik
nduk, nah sing nyekseni iku Masjuki, Mujiatun, pak carik karo tonggo-tinggoku
kene, anakku Nurjiati (alm) iku sing tak wei hibah lemah nduk.

(Yang menyaksikan hibah saya adalah anak saya. Saya memilik tiga orang
anak yaitu Masjuki dan Nurjiati (alm) satu lagi anak angkat bernama Mujiatun, dia
sudah sejak kecil ikut saya. Yang menyaksikan hibah saya yang mereka Marjuki dan

Mujiatun juga pak carik dan tetangga-tetangga saya).”"

Setelah mendengar penjelasan pak Tamsoeri peneliti bertanya kembali tentang

berapa luas tanah yang diberikan kepada Nurjiati (alm). Beliau menjawab:

'8 Pk, Op. Cit., Tamsoeri.
1 Pk, Op. Cit., Tamsoeri.
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“Lemahku iki akeh nduk tak bagi-bagikno nang anak-anak ku supoyo sesuk
pas aku tuo ono sing ngopeni aku, aku ini dudo to nak bojoku mati wes suwi taon
1993 bojoku loro sampe mati, aku rabi iku taon 1949 mari ditinggal mati aku ora
rabi maneh ko nduk. Anakku telu iku wes tau tak wei lemah kabeh tapi sing tak
hibahi mung Nurjiati (alm) mergakno aku iki pingin Nurjiati (alm) sing ngopeni tuo
ku. La dalah ko Nurjiati (alm) mati disiki aku. Lemah sing tak hibahno nek Nurjiati
(alm) iku 30 Ru nduk, la nek lemah iku sek ono turahan lemah 17 Ru tak titipno tok
nek Nurjiati (alm) dadi aku sek duwe bondo ngono nduk.

(Tanah saya itu banyak nak dan sudah saya bagi-bagi ke anak-anak saya
supaya kelak ketika saya tua ada yang memelihara saya, saya ini duda nak
ditinggal istri meninggal sejak tahun 1993 karena sakit, saya menikah pada tahun
1949 setelah ditinggal istri saya meninggal, sya tidak menikah nak. Anak saya tiga
semua sudah saya beri tanah tapi yang saya beri tanah hibah hanya Nurjiati (alm)
karena saya ingin masa tua saya Nurjiati (alm) yang memelihara saya, tetapi malah
Nurjiati (alm) meninggal lebih dulu dari saya. Tanah yang saya hibahkan ke
Nurjiati (alm) itu seluas 30 ru nak, tanah hibah itu bercampur dengan tanah yang

saya titipan ke Nurjianti seluas 17 ru tujuan agar saya tetap masih punya harta).”*’

Setelah mendengar penjelasan bapak Tamsoeri, peneliti kembali bertanya
terkait dengan tanah hibah apakah sudah ada akta hibah atau belum. Beliau

menjawab:

“Aku ra weruh nduk koyo ngono-ngono iku, pas aku hibah iku salah siji
saksine iku pak carik, nah karo pak carik di kongkon ngurus akta hibah, aku yo
melu wae, pak carek kan luwih ngerti dadi yo sembarange tak serahno nang pak
carek, karo pak carek aku mung dikongkon nyerahno sertipikat opo to ndok lali aku
wes tuo, pokok e sertipikat wes kuwi tok tapi aku ngurus kuwi wes taon 2002 lek gak
salah nduk.

20 pk, Op.Cit., Tamsoeri.
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(Saya tidak tahu hal-hal seperti itu nak, waktu saya hibah salah satu
saksinya adalah pak carik nah oleh pak carik saya disuruh ngurus akta hibah ya
sudah saya nurut saja sama pak carik segala sesuatunya saya serahkan kepada pak
carik, pak hanya meminta sertifikat apa ya nak saya lupa sudah tua, pokoknya
sertifikat sudah itu saja tetapi saya ngurus akta hibah itu tahun 2002 kalau gak
salah nak).”*!

Setelah mendengar penjelasan bapak Tamsoeri, peneliti kembali bertanya

tentang alasan bapak Tamsoeri menarik hibah. Beliau menjawab:

“Ngene nduk kabeh anakku iku wes tak wei lemah tapi sing paling akeh tak
wei lemah iku Nurjiati (alm) sampe sing tak wei hibah iku yo mung Nurjiati (alm).
Nurjiati (alm) sayang karo aku dadi aku pingin tuo ku iku di openi Nurjiati (alm),
padahal aku kuwi yo weruh nek bojone Nurjiati (alm) kuwi jan kelakuane bejat,
lemah teko aku sing tak wehno nang Nurjiati (alm) wes ping bolak-balik di dol. Nah
Nurjiati (alm) kuwi kan wes mati to nduk gek saiki bojone wes rabi maneh, wes ora
tau ngendangi aku, malah ngomong dewe nek aku arepe ngedol lemah hibahku sak
lemah titipanku pisanku yo aku ra oleh to. Mangkane pingin tak jupuk maneh hibah
iku.

(begini nak semua anak saya itu sudah saya kasi tanah semua tapi yang
paling banyak tak kasi tanah sampai hibah cuma Nurjiati (alm) soalnya Nurjiati
(alm) sayang sama saya jadi saya ingin masa tua saya di pelihara Nurjiati (alm),
meskipun saya tahu kalau suami Nurjiati (alm) itu orangnya nakal suka jual tanah
yang berikan ke Nurjiati (alm). Nurjiati (alm) itu sudah meninggal nak dan
suaminya sudah menikah lagi dan sudah tidak pernah menengok saya, malah mau
menjual tanah hibah saya dan tanah titipan saya ke Nurjiati (alm). Oleh karena itu
saya ingin menarik hibah .)”

Sakliane kuwi lemah 17 ru kuwi kan lemah seng tak titipno nang Nurjiati

(alm), lemah kuwi wes tak dol neng wong blitar,nah seng tuku kan yo njaluk

2! Pk, Op.Cit., Tamsoeri.
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sertifikat tibakno lemahku seng 17 ru, nek njero surat hibah katut itungan hibah,
wes-wes wong-wong iki, gek dirubah lewat kantor deso ora iso yo akhire nek
pengadilan kono.

(Selain itu tanah seluas 17 ru adalah tanah titipan yang saya titipkan kepada
nurjiati (alm) tapi tanah itu sudah saya jual kepada orang blitar, setelah itu
pembelinya minta sertifikat tanahnya, ternyata saya baru tahu kalau tanah titipan
seluas 17 ru dihitung tanah hibah juga. Dirumah melalui kantor desa tidak bisa

akhirnya dirubah melalui pengadilan).” *

Setelah mendengar penjelasan di atas, peneliti kembali bertanya tentang kapan

mengajukan permohonan hibah. Beliau menjawab:

“Asline aku kuwi ora pingin njupuk lemah hibah sing wes tak wehno nek
Nurjiati (alm), Iha tapi moro Rokib kuwi dulin nek omahku karo bojone sing anyar
gek ngomong nek aku arepe ngedol lemah hibah trus yo crito nek montor kreditane
Nurjiati (alm) wes d idol pisan, beeh aku jan ora ora ridho nduk, cah kuwi ora
pinter golek duwit isone mung ngedoli barang-barange Nurjiati (alm), Nurjiati
(alm) iku kan penggaweane dadi guru, Iha Rokib kuwi ora nyambut gawe. Aku wes
ngomong apik-apikan ojo di dol balikno ae lemah hibah sing tak wei nang Nurjiat.
Balikno nang aku arepe tak wehno nang puthu-puthu ku. Aku jan ora percoyo nek
bondone anakku di cekel Rokib sido entek d idol.

(Sebenarnya saya tidak ingin mengambil tanah hibah yang sudah saya
berikan kepada Nurjiati (alm), tetapi karena Rokib datang kerumah saya bersama
istri barunya dan bilang kalau dia ingin menjual tanah hibah dan juga sudah
menjual motor keditan Nurjiati (alm). Saya benar-benar tidak ridho nak anak itu
tidak pinter bekerja bisanya hanya menjual barang-barangnya Nurjiati (alm),
Nurjiati (alm) itu bekerja sebagai guru dan Rokib tidak bekerja. Saya sudah bicara

baik-baik dengan Rokib kembalikan tanh hibah yang sudah zsaya berikan kepada

2 Pk, Op. Cit., Tamsoeri.
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Nurjiati (alm) mau saya berikan kepada cucu-cucu saya. Saya benar-benar tidak
percaya kalau harta nakku di pegang Rokib bias-bisa habis dijual).

Di jak ngomong apik-apikan ora isoyo trus aku ngomong nang anak-anakku
penak e piye? Wes di gowo nang pengadilan ae, yo wes digowo nang pengadilan
aku ngono ae, trus aku crito nang pak carek piye carane nang pengadilan aku ora
weruh blas. Trus karo pak carik aku di kenalno nang Tri. Tri iku pengacara nduk.

(Sudah saya ajak bicara baik-baik tapi tidak bisa trus saya rembukan sama
anak-anak saya gimana enaknya?dibawa ke pengadilan aja y sudah saya ngikut
aja. Trus saya cerita ke pak carik bagaimana caranya ke pengadilan saya tidak
tahu sama sekali, kemudian saya dikenalkan pada pak Tri. Tri itu adalah pengacara
nak).”

Aku nang pengadilan iku taon piro yo???2006 lek gak salah Iho nduk aku
wes tuo lali gek y owes suwi. Beh kesel aku bolak-balik nang pengadilan opo to
jenenge sidang nduk, sidang Iho ora mung pisan, wes ngono lemahku hibah ora iso
di jipuk jarene pak hakim Nurjiati (alm) wes mati dadi ora iso di jipuk dadi e sing
kenek di jupuk mung lemahku sing 17 ru kuwi tok.

(Saya ke pengadilan tahun berapa ya???2006 kalau tidak salah nak, saya
sufah lupa uda gitu juga uda lama. Saya capek bolak-balik ke pengadilan apa she
namanya itu sidang nak, sidang itu tidak Cuma sekali trus selesai, dan tanah hibah
saya tidak bisa diambil alas an pak hakim Nurjiati (alm) sudah meninggal jadi tidak

bisa diambil yang bisa diambil kembali hanyalah tanah titipan seluas 17 ru nak )***

3 Pk, Op. Cit., Tamsoeri.
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B. Analisis Data
1. Deskripsi Perkara No.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung
Agung
Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadailan, kebenaran

dan kepastian hukum. Sesuai dengan kewenangan absolut dalam pasal 49 (1) UU
nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam
bidang:

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

c. Wakaf dan Shadaqoh.”

Maka dari itu Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa perkara penarikan
hibah Tepatnya pada tanggal 18 Juli 2006 dengan nomor perkara. 27/Pdt.P/
2006/Pengadilan Agama Tulungagung.

Perkara ini terjadai pada tahun 2006, tepatnya terdaftar pada register perkara
Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 18 Juli 2006 dengan nomor perkara
27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung, tentang permohonan hibah. Perkara
ini di ajukan oleh bapak Tamsoeri (84" ), dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada Tri Prasetyi, SH, Adavokada, beralamat di jalan MT. Haryono 185
Tulungagung, yang selanjutnya disebut pemohon.

Pada tahun 1949 telah menikah dengan seorang bernama Waniki (alm), dan
telah memiliki dua orang anak masing-masing:

- Masjuki bin Tamsoeri

- Nurjiati (alm).
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Bahwa pemohon memiliki tanah pekarangan dan bangunan rumah terletak di
Dusun Gempolan, Desa ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kapupaten
Tulungagung, persil no.5 DII blok Kohir no. D.1733 seluas +687 m” atau 47 ru,

dengan luas-luas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan aspal

Sebelah Timur  : Tanah milik Widya Pramoro

Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi

Sebelah Barat : Tanah milik Arumi

Bahwa pada tanggal 6 Januari 1999 pemohon menghibahkan tanah tersebut
kepada anak pemohon yang bernama Nurjiati (alm), seluas 30 ru atau 420 m?
sedangkan sisanya seluas 17 ru atau 258 m”. Pemohon titipkan kepadanya. Karena
dia yang memelihara pemohon dan dengan maksud untuk bakal di hari tua
pemohon. Adapun rumah yang berdiri diatas tanah tersebut pemohon hibahkan
kepada anak pemohon yang bernama Masjuki berupa dapur (pawon) dan bangunan
rumah pemohon hibahkan kepada Nurjiati (alm) untuk ditempati bersama
keluarganya

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 dengan bantuan sekertaris desa
Ketanon, yang bernama Supriaji hibah tersebut dibuatkan akta hibah oleh PPAT
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan bukti akta hibah nomor
1305/2002 atas sebidang tanah dan bangunan rumah milik bekas yasan no.5 DII
blok Kohir no.D1733 seluas 678 m” atau seluas 47 ru, sehingga tanah seluas 258 m’
atau 17 ru juga termasuk dalam akta hibah.

Bahwa akta hibah tersebut ditandatangani oleh pemohon sendiri, waktu itu akta

hibah dibawa Sekertaris Desa ketanon yang bernama Supriaji untuk ditandatangani
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oleh pemohon dan pemohon sebelumnya tidak membaca isi akta hibah dan
Sekertaris Desa (Supriaji) juga tidak membaca isi akta hibah tersebut.

Bahwa setelah dua tahun sejak meninggalnya Nurjiati, pemohon baru
mengetahui bahwa isi akta hibah tersebut keliru, waktu itu tanah seluas 17 ru yang
pemohon titipkan kepada Nurjiati, pemohon jual kepada orang blitar dengan harga
20.750.000,-/ru dan sudah dibayar 20.000.000,- dengan menunjukkan akta hibah
kepada pembeli dengan maksud agar pembeli mengetahui bagian disamping tanah
yang seluas 17 ru adalah tanah hibah seluas 30 ru, tetapi ternyata tanah seluas 17 ru
juga termasuk dalam akta hibah tersebut.

Bahwa anak pemohon yang bernama Nurjiati (penerima hibah/ mauhub lah)
pada tanggal 27 Januari 2003 telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit,
dengan meninggalnya seorang suami bernama Rokib dan tiga orang anak, masing-
masing bernama:

- Muhammada Deni eko Saputro, kelahiran tanggal 7 Desember 1989
- Muhammada miftahul Efendi, kelahiran tanggal 21 April 1995
- Sonya Nuring Hidayah, kelahiran tanggal 8 Juni 1997

Bahwa sepeninggal Nurjiati, objek hibah sekarang dalam keadaan kosong dan
kembali dikuasai pemohon, karena suami Nurjiati yang bernama rokib dan anak-
anaknya sekarang ikut bersama orang tuanya Rokib di Desa Plandaan, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Bahwa oleh karena anak-anak Nurjiati (alm) masih dibawah umur/ belum
cukup cakap bertindak hukum dan dengan kondisi sekarang suami Nurjiati yang
bernama Rokib sudah menikah lagi dan dikhawatirkan obyek hibah akan jatuh pada

orang yang tidak berhak, karena Rokib sudah menjual sepeda motor kreditan milik
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Nurjiati yang dilunasi ketika Nurjiati meninggal. Disamping itu sewaktu Nurjiati
masih hidup Rokib telah menjual tanah warisan dari istri pemohon (Wakini alm)
tetapi pemberi belum membayar lunas/ masih kurang 30.000.000,- dan setrlah
Nurjiati meninggal baru dilunasi sedang uangnya di habiskan oleh Rokib.
Belakangan rokib bilang mau menjual tanah yang dihibahkan kepada Nurjiati itu.
Maka pemohon menarik kembali/ mencabut kembali pemberian hibah kepada
Nurjiati (alm) dan obyek hibah dikembalikan pada status hukum semula.

Bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, obyek hibah yang terdapat
dalam akta hibah telah teerjadai kekeliruan mengenai luas obyek hibah yang
diberikan, yang seharusnya dalam akta hibah hanya seluas 420 m* atau 30 ru, sesuai
dengan surat pernyataan pemberian hibah tanah/ bangunan yang ditandatangani
pemohon tanggal 6 Januari 1999, namun dalam akta hibah tertulis 678 m” atau 47
ru, jadai terdapat kelebihan luas 258 m® ataul7 ru, schingga pemohon sangat
dirugikan, oleh karenanya pemberian hibah tersebut cacat hukum.

Bahwa oleh karena penerima hibah Nurjiati, sekarang telah meninggal dunia
dan pemohon sebagai bapaknya sekarang sangat berkepentingan sekali terhadap
obyek hibah tersebut, untuk ditarik kembali seperti status hukum semula menjadai
hak milik pemohon kembali. Maka pemohon mengajukan permohonan pencabutan
hibah kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung agar mengabulkan
permohonan pemohon.

Untuk memperteguh gugatannya, penggugat telah melampirkan beberapa bukti
diantaranya:

1. Surat pernyataan pemberian tanah/bangunan, tertanggal 6 Januari 1999.
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. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, nomor:

1305/2002, tertanggal 24 Desember 2002.

Surat Keterangan Kematian, oleh Kepada Desa Ketanon, tertanggal 23 Januari

2006, nomor 474.3/07/403.13/2006.

. Duplikat Kutipan akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Kedungwaru, tertanggal 27 Januari 2006 nomor 03/03/1/2006.

. Kartu Keluarga oleh Pemerintah Kabipaten Dati II Tulungagung, nomor:

474.5/392/15.2012/0715/1991.

Saksi-saksi:

a) Mujiatun binti solikin (SOth), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal Panglima Sudirman no.7 Tulungagung, setelah bersumpah
member keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah anak angkat
pemohon, saksi adalah keponakan almarhum Wakini. Bahwa saksi tidak
pernah menerima hibah dari pemohon tetapi saksi diberi warisan dari
almarhum wakini, berupa tanah tegalan seluas 20 ru dan sudah disertifikat,
sedangkan anak-anak pemohon dari Wakini yaitu masjuki dan Nurjiati
mendapatkan bagian yang lebih banyak dari saksi, namun bagian Nurjiati
lebih banyak dari Masjuki, Nurjiati mendapatkan tanah tegalan seluas 100 ru,
tanah tegalan 20 ru (yang sudah dijual) dan rumah, sedangkan Masjuki
mendapat bagian tanah tegalan yang luasnya lebih kecil dari bagian Nurjiati,
tetapi semuanya sudah menerima baik pembagian tersebut. Bahwa setahu
saksi pemohon ingin menarik kembali hibah berupa tanah seluas 30 ru, yang

sudah dihibahkan kepada Nurjiati (alm) dan tanah seluas 17 ru, yang telah



b)

81

dititipkan kepada Nurjiati (alm) agar tidak dijual oleh Rokib. Dan nantinya
akan diberikan kepada cucu-cucunya jika kelak sudah besar.

Bahwa tentang hibah tersebut, sepengetahuan saksi adalah bahwa pemohon
menghibahkan tanah seluas 30 ru beserta rumahnya kepada Nurjiati (alm),
sedangkan yang 17 ru hanya dititipkan saja dengan maksud untuk bekal hari
tuanya prmohon.

Masjuki bin Tamsoeri (44th), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), tempat
tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anak pemohon, saksi adalah dua bersaudara, saksi sendiri
dan adaik saksi yang bernama Nurjiati yang meninggal pada tahun 2003 dan
ibu saksi bernama Wakini yang meninggal pada tahun 1993.

Bahwa setelah ibu saksi meninggal dunia, saksi mendapat tanah tegalan dan
adaik saksi (Nurjiati) mendapat tanah sawah serta tanah tegalan, jika
dihitung, maka bagian Nurjiati lebih banyak dari pada saksi, tetapi tidak ada
masalah, saksi menerima dengan pembagian tersebut, karena memang
Nurjiati yang diharpakan merawat pemohon dihari tuanya nanti.

Bahwa benar pemohon mempunyai tanah seluas 47 ru yang 30 ru dihibahkan
kepada Nurjiati, Sedang sisanya 17 ru, hanya dititipkan kepada Nurjiati.
Bahwa atas kemauannya sendiri pemohon bermaksud menrik kembali hibah
berupa tanah seluas 30 ru, yang telah dihibahkannya kepada Nurjiati (alm)
maupun tanah yang dititipkannya kepada Nurjiati (alm), karena suami

Nurjiati (alm) pernah bilang dihadapan pemohon, saksi dan Mujiatun bahwa
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suami Nurjiati yang bernama Rokib akan menjual tanah hibah yang
tercantum dalam akta hibah tersebut.

Bahwa yang mengurus terbitnya akta hibah tersebut adalah pak carik
(sekertaris Desa Ketanon yang bernama Supriaji) , saksi tidak ikut
mengurusi, hanya saja serpengatuan saksi ketika tanda tangan akta hibah di
rumah, saksi baru mengetahui bahwa akta hibah itu salah, ketika tanah
pemohon pemohon yang seluas 17 ru dijual dan akta dibalik nmakan ternyata
tidak bisa.

Supriaji bin musiran (42"), Agama Islam, Pekerjaan Sekertaris Desa
Ketanon, tempat tinggal di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, setelah bersumpah memberiakan keterangan
sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga. Bahwa
maksud dan tujuan pemohon adalah mau menarik hibah tanh seluas 17 ru
kepada Nurjiati, karena pemohon merasa tidak pernah menghibahkan tanah
tersebut, kecuali tanah seluas 30 ru.

Bahwa asal mula terjadai hibah sepengetahuan saksi adalah bahwa pemohon
dan Nurjiati dating ke kantor Desa Ketanon dan memberitahukan bahwa
pemohon ingin menghibahkan tanahnya seluas 30 ru kepada anaknya
bernama Nurjiati dan pemohon juga memberitahukan bahwa pemohon
menyisakan tanahnya seluas 17 ru untuk biaya hidup dimasa tuanya.

Bahwa kemudian atas inisiatif Nurjiati, Nurjiati meminta kepada pemohon
agar menghibahkan tanah seluas 17 ru kepada Nurjiati, karena Nurjiati

khawatir tanah seluas 17 ru diminta oleh Masjuki padahal dialah yang
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mengurusi pemohon, hal itu disepakati oleh pemohon dengan catatan bahwa
tanah seluas 17 ru tersebut untuk mengembalikan biaya yang telah
dikeluarkan untuk keperluan hidup pemohon selama tinggal bersama Nurjiati.
Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, saksi  mengusulkan kepada
pemohon berarti bagian tanah yang dihibahkan pemohon kepada Nurjiati
bukan 30 ru tetapi 47 ru, proses terjadainya kesepakatan tersebut disaksikan
juga oleh syukur dan Masjuki.

Bahwa setelah terjadainya kesepakatan tersebut, meskipun tidak ada
permintaan dari pemohon untuk membuatkan akta, tetapi saksi karena
jabatannya sebagai pamong desa berkewajiban membantu warga desa
sehingga saksi mengurus untuk diterbitkan akta hibah oleh PPAT Kecamatan
Kedungaru yang intinya bahwa pemohon juga tidak pernah dipanggil ke
Kanyor Kecamatan Kedungwaru untuk menghadap PPAT guna mendapatkan
penjelasan atau dibacakan lebih dahulu tentang isi akta tersebut.

Alimin bin Kaslan (74™), Agama Islam, Pekerjaan mantan Kamituo Desa
Ketanon, tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwatu,
Kabupaten Tulungagung, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adaik ipar saksi.
Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penarikan hibah
kepada Nurjiati anak pem ohon, karena pemohon merasa tidak pernah
menghibahkan tanahnya yang seluas 47 ru kepada Nurjiati (alm) kecuali yang

30 ru.
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Bahwa benar saksi ikut menandatangani pernyataan hibah oleh pemohon
kepada Nurjiati, yang intinya pemohon menghibahkan tanahnya seluas 30 ru
kepada Nurjiati dan sisanya seluas 17 ru, penandatanganan surat pernyataan
tersebut dilakukan di Kantor Desa karena waktu itu saksi belum pensiunan,
saksi pension tahun 1999.
Bahwa setelah itu sakti tidak tahu apakah tanah seluas 17 ru, dihibahkan lagi
atau tidak, karena saksi tidak pernah diajak omong-omongan oleh pemohon
soal hibah dan saksi juga tidak pernah diberitahu pemohon mengenai
keinginannya menghibahkan tanah yang disisakannya seluas 17 ru tersebut,
dan saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Carik (Supriaji).
Bahwa setelah Nurjiati meninggal dunia saksi baru mengerti, bagian hibah
pemohon kepada Nurjiati menjadai 47 ru. Bahwa saksi dengar
penandatanganan akta hibah oleh pemohon dilakukan dirumah pemohon,
padahal semestinya penandatanganan itu dihadapan Camat selaku PPAT di
Kantor Kecamatan.
Bahwa akta tersebut semula ada ditangan Rokib suami Nurjiati, kemudian
dikembalikn kepada pemohon pada waktu ada petugas bank dating kerumah
pemohon, karena tanah yang seluas 17 ru itu mau dijual oleh pemohon, tetapi
tidak bisa dibaliknama karena pernyataan didalam akta hibah tertulis hibah 47
ru.
Setelah pembuktian dilakukan, hakim menanyakan kembali apakah ada
tanggapan dari keterangan yang disebutkan oleh saksi-saksi, namun pemohon
menyatahan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut. Kemudian

hakim mengemukakan tentang hukumnya, sebagai berikut:
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1. Pemohon dan Wakini (alm) adalah suami istri yang sah. Memiliki dua orang anak
masing-masing bernama Masjuki bin Tamsoeri dan Nurjiati (alm) binti Tamsoeri.
2. Majelis hakim berpendapat benar berdasarkan bukti photocopy Surat Pernyataan
Pemberian Tanah atau bangunan, tertanggal 6 Januari 1999 dan keterangan saksi
saksi-saksi. Pemohon memiliki tanah pekarangan dan bangunan rumabh terletak di
Dusun Gempolan, Desa ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, persil no.5 DII blok kohir no.d1733 seluas 678 m® atau 47 ru,

dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : Jalan aspal

- Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi

- Sebelah Barat : Tanah milik Arumi

Tanah tersebut seluas 30 ru, pada tanggal 6 Januari 1999 pemohon hibahkan
kepada anak pemohon yang bernama Nurjiati, sedang sisanya seluas 17 ru,
pemohon titipkan kepada Nurjiati sebagai bekal hidup dimasa tua penohon
karena Nurjiati yang mengurusi pemohon.

3. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur hibah dalam perkara ini telah
terpenuhi yakni ada pemberi hibah, penerima hibah, obyek hibah dan sighot,
sehingga tanah seluas 30 ru harus dinyatakan hibah telah sah menurut hukum.

4. Penerima hibah (Nurjiati alm) telah meninggal dunia maka pemohon bermaksud
mencabut atau menarik kembali tanah tersebut, baik tanah yang dihibahkan
maupun tanah titipan.

5. Sesuai ketentuan pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali

hibah orang tua kepada anaknya.
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6. Ketentuan pasal 212 KHI oleh majelis hakim ditafsirkan dapat dilakukan ketika
penerima hibah masih hidup, akan tetapi jika anak tersebut telah meninggal
dunia, maka obyek hibah berpindah kepada ahli waris dan tidak dapat ditarik
kembali. Hal ini sesuai dengan dalil figih dalam kitab Al Muhalla juz 9 hal.149
yang berbunyi:

L ol Tyl 'y Ay L)l 288 138 8L Lae U e Gy (AT 511 el

Artinya: “Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka

tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadai hk waris dan urusan

ayah telah putus dalam hibah itu.”

Oleh karena itu permohonan pencabutan hibah terhdap tanah seluas 30 ru
tersebut harus ditolak.

7. Majelis hakim berpendapat bahwa tanah seluas 17 ru adalah bukan termasuk
hibah, karena tidak terpenuhi unsur hibah yaitu sighot atau niat dari pemberi
hibah. Tidak sah menurut hukum karena adanya syarat berupa konpensasi.

Pada penelitian ini penetapan hakim berupa pembatalan permohonan
pencabutan hibah bapak kepada anak. Peneliti menggunakan istilah “penetapan”
bukan putusan karena sengketa ini tidak ada pihak lawan sehingga hukum yang
dikeluarkan oleh pengadilan berupa “penetapan” bukan “putusan”.

Penetapan majelis hakim bertepatan pada tanggal 27 Desember 2006 mengadili
mengabulkan permohonan untuk sebagian:

a) Menyatakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT kecamatan Kedungwaru,
kabupaten Tulungagung no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002 tidak
mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sepanjang menyangkut tanah + 17

Ru/ (£ 245m?);
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b) Merintahakan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk
mengirimakan salinan Penetapan ini kepada PPAT kecamatan kedungwaru
kbupaten Tulungagung untuk mencoret tanah seluas = 17 Ru/ + 245m’ dari akta
hibah no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002.

¢) Menetapkan demi hukum sah hibah yang dilakukan oleh Pemohon kepada
anaknya Nurjiati (alm) atas sebidang tanah dan bangunan rumah hak milik bekas
yasan persil no.5 D II blok Kohir yang terletak di Dusun Gempolan, Desa
Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan sebagai
berikut:

d) Menetapakan demi hukum tanah seluas + 17 Ru/ 245m” adalah milik pemohon
dengan batas-batas sebagai berikut:

e) Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

f) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.241.000,-.

2. Prosedur Beracara Dalam Persidangan

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat sering
menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai,
tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus
sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam
mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari
norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendak sendiri haruslah dihindarkan.
Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian. Maka

orang yang merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang
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yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan ataupun gugatan
kepada Pengadilan Agama sesuai prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur itu
adalah prinsip-prinsip permohonan perdata, yakni:**

1) Harus ada dasar hukum.

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak-hak
pribadainya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak
mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada
pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.
Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan
surat permohonan ataupun gugatan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya yang
ditujukan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal
lawannya. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, untuk
diperiksa hal-hal yang menjadai pokok sengketa atas dasar permohonan yang
mempunyai alasan hukum.

2) Adanya kepentingan hukum.

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan
dalam sebuah permohonan ataupun gugatan, dalam hal ini pihak pemohon haruslah
mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak memiliki
kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadai para pihak dalam mengajukan
permohonan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah

kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari pemohon.

24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, ( Cet. IV;
Jakarta. Prenada Media Group )17-23
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3) Dibuat dengan cermat dan terang.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan psal 142 (1)
R.Bg. permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan dan
berdasarkan pasal-pasal 120 HIR dan pasal 144 (1) R.Bg dapat juga diajukan secara
lesan kepada pengadilan. permohonan secara tertulis harus disusun dalam surat
permohonan yang dibuat secara cermat dan terang. Surat permohonan harus disusun
secara singkat, padat dan mencangkup segala persoalan yang disengketakan dengan
kata lain surat permohonan tidak boleh obscuur libel artinya tidak boleh kabur baik
mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya dan landasan hukum yang
digunakannya sebagai dasar permohonan.

4) Memahami hukum formal dan materiil.

Sebuah permohonan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat
surat permohonan itu mengetahui tentang hukum formal dan materiil.

Selain prinsip permohonan, dalam hukum acara perdata dikenal dua teori
tentang cara menyusun permohonan kepada pengadilan yaitu:*
1. Subtanstering theorie

Teori ini menyatakan bahwa permohonan selain harus menyebutkan peristiwa
hukum yang menjadai dasar permohonan juga harus menyebut kejadaian-kejadaian
nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadai sebab timbulnya peristiwa
hukum tersebut.

2. Individualisering theorie
Teori ini menyatakan bahkan dalam permohonan cukup disebut peristiwa-

peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadai dasar

25 Abdul Manan, Op. Cit.,25.
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permohonan, tanpa harus menyebutkan kejadaian-kejadaian nyata yang mendahului

dan menjadai sebab timbulnya peristiwa tersebut.

Permohonan pada dasarnya diajukan ke pengadilan secara tertulis sebagaimana
yang tersebut dalam pasal 118 HIR namun dalam pasal 120 HIR dikemukakan
bahwa jika orang yang mengajukan permohonan buta huruf, maka permohonan
dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan dan selanjutnya ketua yang
mencatat semua permohonan tersebut.

Pokok-pokok permohonan tertulis meliputi:*®

1) Identitas para pihak

2) Posita (fundamental petendi)

3) Petitum dan tuntutan

4) Tuntutan pengganti (subsider)

Berdasarkan aturan hukum, pembatalan hibahno.27/Pdt.P/2006/Pengadilan
Agama Tulungagung. Mengenai pemeriksaan permohonan hibah tunduk
sepenuhnnya pada HIR dan RBg. Serta ketentuan umum dalam undang-undang ini
menjelaskan tentang azaz-azaz umum pemeriksaan perkara hibah yang terdiri:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim,
salah seorang diantaranya sebagai ketua majelis dan lainnya sebagai hakim
anggota.

2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan putusan perkara permohonan

hibah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

26 |bid, 28-34.
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3. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran permohonan, karena
hal ini untuk mmenuhi tuntutan azaz yang ditentukan pada pasal 4 (2) UU no.4
tahun 2004, yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan dihadairi pemohon atu wakil yang mendapat
kuasa dari mereka.

5. Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan
berlangsung.

Beracara dalam lingkungan peradilan tidak boleh meninggalkan bukti, bagi
siapa saja yang mendalilkan bahwa memiliki hak atau untuk meneguhkan haknya
wajib menunjukkan bukti karena hal ini sangat perpengaruh dalam hakim
mengeluarkan penetapan maupun putusan. Penetapan adalah keputusan pengadilan
atas perkara permohonan sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas
perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Sebagaimana yang tersebut dalam HIR stbl. 1941 no.44, alat bukti dapat
berupa:

1. Bukti tertulis (KUHPerdata 1867)

2. Bukti dengan saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Dalam pengambilan keputusan hakim diwajibkan untuk adail oleh karena itu

dalam menempubh adail itu harus malalui proses pengambilan penetapan, yaitu:
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1. Musyawarah majelis hakim
Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan
untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang yang diajukan. Dalam
musyawarah ini setiap hakim memiliki hak yang sama dalam hal:

a) Mengkontratir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak
dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadai
peristiwa hukum

b) Mengkualifisir peristiwa hukum artinya adalah menggolongkan
peristiwa hukum

c) Mengkonstituir yaitu menetapkan keadailan kepada para pencari
keadailan

2. Metode penemuan hukum
Penemuan hakum merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Karena
hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), padahal hakim tidak
mengetahui semua hukum, sebab hukum itu banyak ragamnya, ada yang
tertulis ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan

benar.

3. Analisa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

Berdasarkan alam yuridis Pengadilan Agama Tulungagung maka telah benar
yang dilakukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di dusun Gempolan, desa
Ketanon, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung dalam mengajukan

permohonan hibah kepada Pengadilan Agama Tulungagung yangmana merupakan
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pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam 4 wilayah pembantu Bupati, 19
kecamatan dan 271 desa atau kelurahan yang salah satunya merupakan tempat
tinggal pemohon.

Pemohon adalah orang muslim dan orang-orang yang terlibat di dalamnya
juga muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas kelslaman pada orang-orang
tersebut di atas wajib tunduk terhadap Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam
UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu instansi pemerintah di
bawah Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional hukum perdata, dan
berdasarkan kompetensi absolut di dalam UU no.7 tahun 1989 jo. no.3 tahun 2006
yang salah satunya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hibah, maka
Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara tersebut.

Pada dasarnya permohonan hibah no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama
Tulungagung, mengenai pemeriksaan hibah tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg
serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU no.7 tahun 1989.

Adapun prinsip-prinsip permohonan perdata yang dilakukan oleh Pemohon
dalam hal ini adalah bapak Tamsoeri menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip
permohonan perdata, bahwa:

1) Harus ada dasar hukum.

Hal ini sudah sesuai dalam surat permohonan pemohon yangmana sudah berisi
dasar hukum yakni hubungan hukum antara pemohon dengan Nurjiati adalah
hubungan antara anak kandung dengan bapak, hubungan hukum antara pemohon

dengan Masjuki adalah anak kandung dengan bapak, hubungan hukum antara
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pemohon dengan Mujiatun adalah anak angkat dengan bapak angkat, hubungan
hukum antara pemohon dengan Rokib adalah mertua dan menantu, adanya
hubungan hukum antara pemohon dengan Nurjiati selain hubungan anak kandung
dengan bapak tetapi juga hubungan antara pemberi hibah (wahib) dengan penerima
hibah (mauhub lah).

Karena hal-hal diatas telah tercantum maka menurut peneliti prinsip
permohonan perdata yang pertama telah terpenuhi karena hal ini adalah dasar
hukum dalam mengajukan permohonan yakni untuk menyakinkan para pihak yang
terkait dengan permohonan itu bahwa peristiwa hukum betul-betul terjadai bukan
rekayasa. Fungsi dari keharusan adanya dasar hukum dalam surat permohonan
adalah karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah dalam
persidangan. Dalam mempertahankan dalil permohonan di dalam persidangan tidak
hanya sekedar menjawab atau membantah saja tetapi kesemuanya itu haruslah
didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil permohoanan,
dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (law making)
dalam memutus perkara yang diajukan.

2) Adanya kepentingan hukum.

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah kepentingan
hukum secara langsung dan melekat dari pemohon. Dalam hal ini sudah sesuai
dengan prinsip permohonan yang kedua. Yang berkepentingan hukum adalah bapak
Tamsoeri tentang pencabutan hibah. Bapak Tamsoeri merupakan pihak materiil
karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan dan

juga pihak formal karena bapak Tamsoeri beracara di muka sidang, Meskipun bapak
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Tamsoeri menggunakan jasa adavokada. Adavokada hanya mewakili kliennya di
muka persidangan adavokada bukan merupakan pihak.
3) Dibuat dengan cermat dan terang.

Dalam membuat surat permohonan faktor penggunaan bahasa yang baik dan
benar adalah menentukan sukses tidaknya suatu permohonan dalam persidangan.
Karena apabila bahasa Indonesianya kacau, orang yang membaca tidak mudah
mengerti apa maksud dalam permohonan tersebut. Demikian juga majelis hakim
yang membaca surat permohonan tersebut tentu akan mengalami kesulitan dalam
memahami makna permohonan dan bisa tidak diterima karena kabur. Ketelitian itu
meliputi objek permohonan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, teori-teori,
istilah-istilah asing, dll.

Dalam hal ini menurut peneliti adalah sudah sesuai terbukti dari surat
permohonan yang diterima oleh pengadilan cukup untuk membuktikan bahwa
majelis hakim mampu memahami maksud dan makna dibuatnya permohonan.

4) Memahami hukum formal dan materiil.

Penguasaan hukum formil sangat berguna di dalam menyusun permohonan
karena menyangkut langsung hal-hal yang berbuhungan dengan kompetensi
pengadilan. Disamping itu hukum formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan
hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil harus
dikuasai dengan baik dalam menyusun permohonan, karena hal ini menentukan
dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan.

Dalam hal ini bapak Tamsoeri yang memiliki pengetahuan minim tentang
hukum formil dan materiil telah benar mengajak bapak Tri Prasetyo untuk

mendampingi dirinya dalam persidangan, karena bapak Tri Prasetyo adalah seorang
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adavokada. Selain itu dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana
dikemukakan bahwa ketua pengadilan berwenang memberi nasehat dan bantuan
kepada pemohon dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat
permohonan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formal
dan materiil.

Pemohon mengajukan permohonannya kepada hakim ketua Pengadilan Agama
Tulungagung pada tanggal 18 Juli 2006 secara tertulis dan penulisan permohonan
pemohon secara garis besar menurut peneliti telah benar. Permohonan tertulis ini
tercantum dalam pasal 118 HIR. Peneliti mengatakan telah benar karena penulisan
permohonan yang tulis oleh pemohon telah memenuhi pokok-pokok permohonan
tertulis, yaitu:

1) Identitas para pihak
Dalam surat permohonan pemohon telah tercantum nama lengkap yakni
Tamsoeri bin Kaeran, pekerjaan petani dan tempat tinggal yang dalam hal ini
pemohon menggunakan alamat adavokada JI. MT.Haryono 185 Tulungagung.
Adavokat bertindak menjadai kuasa hukum pemohon berdasarkan surat kuasa
tertanggal 14 Juni 2006.

2) Posita (fundamental petendi).
Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar alasan-alasan daripada tuntutan. Hal ini pun telah terpenuhi
oleh pemohon, dalam permohonannya telah menguraikan tentang obyek perkara
yaitu tanah hibah, tentang fakta hukum yakni hubungan antara pemohon dengan
orang yang terlibat didalamnya yaitu. Pemohon juga telah menguraikan

kerugian-kerugian yang terima sehingga membawa perkara ini ke pengadilan
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yakni pemohon perselisih dengan menantu pemohon yang hobi menjual perabot
rumah tangga dan yang terakhir ingin menjual tanah hibah istrinya yangmana
hibah tersebut dari pemohon oleh sebab itu pemohon ingin menarik kembali
hibahnya agar tidak dijual oleh menantunya.

Petitum dan tuntutan

Petitum adalah sesuatu yang diminta oleh pemohon. Terdiri dari tuntutan pokok
yakni mencabut hibah yang pernah diberikan kepada anaknya yang bernama
Nujiati (alm) serta menyatakan tanah seluas 17 ru dalam akta hibah cacat hukum
karena tidak sesuai rukun hibah sehingga yang yang sah menurut hukum
hanyalah tanah hibah seluas 30 ru.

Tuntutan pengganti (subsider)

Tuntutan pengganti ini di ajukan apabila tuntutan pokok tidak dikabulkan oleh
pangadailan. Biasanya tuntutan ini berbunyi pemohon mengharap putusan
hakim yang seadailnya-adailnya. Hakim memang harus adail dalam memberi

keputusan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah: 49 yang berbunyi:
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“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari
sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling
(dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya
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Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah
orang-orang yang fasik.”?’

Setelah surat permohonan diterima maka selanjutnya diadakan Pemeriksaan
perkara permohon dalam hal ini pembatalan hibah no.27/Pdt.p/2006/Pengadilan
Agama Tulungagung menurut peneliti sudah sesuai dengan azaz-azaz umum yang
diatur dalam ketentuan UU no.7 tahun 1989, bahwa:

1. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan hibah tersebut dilakukan oleh
majelis hakim yang terdiri dari tiga orang yaitu, bapak Drs. H. Mustanjid Aziz
S.H sebagai ketua majelis sedangkan bapak Drs.Tantowi S.H dan bapak Drs.
Imam Qozin Bahrowi S.H masing-masing sebagai hakim anggota.

Adapun prinsip-prinsip persidangan yang harus dilaksanakan oleh majelis
hakim antara lain sebagai berikut:**

a) Prinsip personalitas ke-Islaman.

Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan
bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk
agama [slam.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Tulungagung
telah sesuai dengan prinsip ini terutama fokus penelitian peneliti perkara
n0.27/Pdt.p/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung. Yang mana telah memenuhi
syarat Prinsip personalitas kelslaman yaitu pada saat terjadainya hubungan hukum
kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Hal ini telah sesuai pada saat bapak

Tamsoeri menghibahkan tanah, baik bapak Tamsori maupun Nurjiati (alm) sama

2" Departemen Agama RI, Op. Cit., 168.
* Ibid, 194-204
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beragama Islam dan pada saat bersengketa objek hibah dengan menantunya

bernama Rokib juga masih tetap beragama Islam.

b) Prinsip persidangan terbuka untuk umum.

Menurut peneliti hal ini pun telah terpenuhi, menurut ketentuan pasal 17
undang-undang no.14 tahun 1970. Pada pembukaan persidangan ketua majelis
hakim menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum setelah itu barulah
para pihak diperiksa oleh majelis hakim.
c¢) Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan.

Dalam pasal 5 (1) undang-undang no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 58 (1) undang-undang no.7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa dalam mengadili pihak-pihak
yang berperkara, pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak membeda-
bedakan orang.

Majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan prinsip
persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan ini, terbukti dari cara para hakim
dalam pelayanaan penegakan hukum kepada masyarakat yang tidak congkak dan
sikap yang tidak kasar serta tutur kata yang tidak membentak-bentak kepada para
pencari keadailan. Karena kebanyakan para pencari keadailan adalah orang desa
yang masih lugu dan asing dengan suasana sidang, apalagi melihat majelis hakim
yang memakai toga sehingga tidak menutup kemungkinan para pencari keadailan
merasa takut. Sehingga untuk mendapatkan keterangan yang diharapkan yakni

keterangan yang benar dan lengkap.
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d) Prinsip aktif memberi bantuan.

Hakim bertindak memimpin persidangan, yakni mengatur, mengarahkan dan
menentukan hukumnya. Dalam hukum acara perdata ada dua sistem yang mengatur
tentang kedudukan hakim dalam persidangan yaitu:

1. Hakim bersifat pasif.

Hal ini telah dilakukan oleh majelis hakim yangmana majelis hakim
tidak wira-wiri mencari perkara diluar kantor untuk dibawa masuk ke
kantor dan diselesaikan melainkan mejelis hakim pasif di dalam kantor
dan surat permohonan masuk barulah majelis hakim memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan berusaha menyelesaikan perkara
permohonan hibah no.27/pdt.P/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Hakim bersifat aktif .

Hakim bersifat aktif lebih jelas telah dipaparkan di atas dalam hal ini
majelis hakim tidak menggunakan seluruh kewenangannya dalam
persidangan hanya beberapa saja hal ini dikarenakan pemohon telah
didampingi oleh adavokad. Bantuan kepada para pihak yang berperkara
antara lain:

e Menganjurkan perbaikan surat permohonan.

Pada sidang pertama tanggal 7 Agustus 2006, ketua majelis bertanya

kepada pemohon apakah ada perubahan atas surat permohonan yang

diajukan. Dan pemohon menjawab “tidak ada”.
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e Memberikan bantuan tentang upaya hukum.
Setelah putusan dibacakan oleh ketua majelis kemudian ketua majelis
menyarankan untuk silahkan naik banding apabila dirasa putusan ini
belum memenuhi rasa keadailan.
e Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.
Disetiap persidangan hakim mejelis selalu berusaha mendamaikan
pemohon, namun tidak berhasil.
e Memberikan penjelasan tentang bukti yang sah untuk mendukung
dalil permohonan yang dikemukakan.
Majelis hakim memberitahukan kepada pemohon agar pada sidang
lanjutan pemohon menyiapkan bukti berupa surat-surat penting yang
berhubungan dengan permohonan para saksi yang mengetahui maksud
kedatangan pemohon ke persidangan juga saksi yang mengetahui
adanya penghibahan dari pemohon kepada Nurjiati (penerima hibah).
Dengan demikian pemohon pada persidangan lanjutan nanti tidak
keliru dalam membawa bukti-bukti.
e) Prinsip setiap berperkara dikenakan biaya.
Dasar hukum tentang biaya perkara yaitu ketentuan pasal 21 (4) HIR dan
pasal 145 (4) R.Bg, dalam Pengadilan menggunakan istilah “radius” radius 1 senilai
75.000,- dan radius 2 senilai 90.000,-. Dan dalam hal ini pemohon membayar biaya

administrasi 50.000, panggilan 110.000,-, lain-lain atas panggilan pengadilan
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75.000,-, materai 6.000,-. Sehingga total biaya yang harus dibayar oleh pemohon
senilai 241.000,-.

2. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan hibah tersebut dilakukan dalam
sidang terbuka dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2006.

3. Untuk memenuhi azas yang ditentukan pada pasal 4 (2) UU no. 4 tahun 2004
yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pada
pemeriksaan perkara ini sudah sesuai dengan azaz yang ditentukan, tepatnya
pemeriksaan dilakukan sebelum 30 hari dari tanggal pengajuan permohonan
yakni bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2006 dan sidang pertama pada tanggal 7
Agustus 2006.

4. Pemeriksaan ini dihadiri langsung oleh pemohon dan didampingi kuasa
hukumnya sebagai pemohon.

5. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan hibah ini telah diupayakan
berdamai setiap sidang pemeriksaan, namun akhirnya tidak bisa didamaikan.

Penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang pada intinya menolak
penarikan hibah pemohon, dalam pengambilan keputusan ini hakim Pengadilan

Agama Tulungagung menempuh proses pengambilan penetapan, berupa:

1. Musyawarah majelis hakim

Dalam hal ini baik ketua majelis maupun hakim anggota mengakui dan
membenarkan terjadainya peristiwa hibah dari pemohon kepada Nurjiati (alm). Hal
ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan.
Setelah itu majelis hakim menggolongkan perkara ini kedalam kewenangan absolut

Pengadilan Agama sesuai pasal 49 (1) UU nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama



103

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
tingkat antara orang-orang Islam dalam bidang salah satunya adalah hibah.
2. Metode penemuan hukum

Penetapan hakim yang menyimpang dari pasal 212 KHI disebabkan majelis
hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum
artinya pasal tersebut ditafsirkan menurut sejarahnya, yakni, seorang bapak boleh
menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya masih hidup
sedangkan dalam perkara ini Nurjiati (alm) yang menjadi penerima hibah telah
meninggal. Sehingga majelis menggunakan haknya yakni berijtihad dan merujuk

kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

G ) Tyl Oy sy sl L)) lm 288 138 8L e U a0 Caay (A1 11 el
“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak
ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadai hak waris dan urusan ayah

telah putus dalam hibah itu.”

Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Tulungagung menurut peneliti pnetapan yang dikeluarkan memiliki beberapa
kelemahan dalam penganalisaan terhadap fakta, hal ini mungkin terjadi karena
batasan waktu yang terlalu yang singkat dan karena minimnya perkara hibah yang
masuk ke pengadilan Agama Tulungagung, yangmana dari tabel dapat dilihat bahwa
perkara mayoritas yang masukn adalah perkara cerai gugat. Sehingga hakim dalam
menganalisa perkara cerai gugat sangat tajam sedangkan untuk perkara yang laen

penganalisaan lemah dan bahkan tidak dianalisa sebagaimana mestinya.
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Dari paparan diatas menurut peneliti majelis hakim dalam memutus perkara

pencantuman pendapat ahli hukum Islam tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum

atau sebagai sarana untuk menafsirkan belaka.

Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka

penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak sistematis, tidak

lengkap dan kurang menyakinkan. Menurut peneliti seharusnya majelis hakim

dalam mengeluarkan penetapan melalui proses-proses sebagaimana disebutkan H.

Taufiq, SH, sebagai berikut:

a)

b)

Perumusan masalah

Merupakan kunci dari serangkaian proses persidangan. Peristiwa yang diajukan
inilah yang disebut pokok masalah sehingga dapat diajadikan rumusan masalah.
Hal ini telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Tulungagung yakni rumusan masalahnya ada dua yaitu pertama menarik hibah
yang pernah diberikan kepada Nurjiati (alm) seluas 30 ru dalam keadaan Nurjiati
(alm) telah meninggal dan yang kedua adalah membedakan tanah seluas 17 ru
yang terdapat dalam akta hibah yakni hanyalah tanah titipan bukan tanah hibah.
Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah melihat rumusan masalah di atas, karena ini bukan perkara contisius
(perkara yang memerlukan lawan sengketa) maka pemohon wajib menyertakan
bukti-bukti baik otentik maupun bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya.
Hal ini pun telah dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan bukti-bukti berupa:
Surat pernyataan pemberian tanah/bangunan, tertanggal 6 Januari 1999.

Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, nomor:

1305/2002, tertanggal 24 Desember 2002.
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3. Surat Keterangan Kematian, oleh Kepada Desa Ketanon, tertanggal 23 Januari

2006, nomor 474.3/07/403.13/2006.

4. Duplikat Kutipan akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Kedungwaru, tertanggal 27 Januari 2006 nomor 03/03/1/2006.

5. Kartu Keluarga oleh Pemerintah Kabipaten Dati II Tulungagung, nomor:
474.5/392/15.2012/0715/1991.
7. Saksi-saksi:

a) Mujiatun binti Solikin (50™), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal Panglima Sudirman no.7 Tulungagung.

b) Masjuki bin Tamsoeri (44th), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), tempat
tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

¢) Supriaji bin Musiran (42th), Agama Islam, Pekerjaan Sekertaris Desa
Ketanon, tempat tinggal di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung.

d) Alimin bin Kaslan (74"™), Agama Islam, Pekerjaan mantan Kamituo Desa
Ketanon, tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwatu,
Kabupaten Tulungagung.

¢) Analisa data untuk menemukan fakta
Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban
sedangkan fakta merupakan kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan
sebaliknya. Dalam hal ini fakta yang terjadi tidak sederhana tetapi memiliki
masalah yang kompleks, yakni luas tanah hibah antara yang berikan dan yang
tertulis dalam akta hibah tidak sesuai. Dalam akad tanah yang di hibahkan seluas

30 ru dan tanah seluas 17 ru hanyalah tanah titipan, namun dalam akta hibah
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tertulis tanah hibah seluas 47 ru. Selain itu pemohon ingin menarik hibahnya
kepada Nurjiati (alm) ketika Nurjiati (alm) telah meninggal. Keinginan ini
berawal setelah meninggalnya Nurjiati (alm) obyek hibah menjadi kosong dan
kembali dikuasai oleh pemohon. Suami pemohon yang bernama Rokib menikah
lagi dan pulang kerumah orang tuanya sehingga tidak pernah lagi menjenguk
pemohon dan terakhir kali menjenguk hanyalah mengutarakan keinginannya
untuk menjual tanah hibah yang berikan kepada Nurjiati (alm).

Karena pemohon kuatir tanah hibah yang pernah diberikan kepada Nurjiati
(alm) dijual Rokib maka pemohon ingin menarik hibahnya.

Analisa data yang dimaksud disini berupa bukti yang diajukan oleh pemohon
dari bukti-bukti yang diajukan sini fakta yang terbukti adalah Nurjiati (alm) benar-
benar telah meninggal.

d) Penemuan hukum dan penerapan

Setelah fakta-fakta tersebut dianggap benar melalui bukti-bukti yang ajukan,
selanjutnya hakim harus menemukan hukum. Kegiatan ini tidaklah semudah
yang dibayangkan. Untuk menemukan hukum, peristiwa konkrit harus diarahkan
kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan
peristiwa yang konkrit.

Dalam hal ini majelis hakim menyatakan hibah tnah seluas 30 ru adalah sah
menurut hukum, sedangkan tanah seluas 17 ru tidak sah menurut hukum karena
tidaka memenuhi rukun hibah yakni akad. Sedangkan penarikan tanah oleh
pemohon kepada Nurjiati (alm) melihat fakta yang terjadi majelis hakim tidak
menggunakan pasal 212 KHI karena hakim menafsirkan pasal ini berdasarkan

historisnya yang mana boleh menarik hibah diwaktu anak masih hidup apabila
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anak telah meninggal maka obyek hibah menjadi hak milik ahli waris, yakni
anak-anak Nurjiati (alm).

Melihat permasalahan ini majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak

menurujuk pada KUHPerdata ataupun merujuk pasal 212 KHI, namun merujuk pada

kitab Al Mubhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

L U 7l T’y Ay 5] &) lm 258 L2 510 L U s Caay (AT ) ol
“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak
ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah

telah putus dalam hibah itu.”

Hal ini boleh-boleh saja dilakukan oleh hakim mengingat hukum materiil yang
digunakan dilingkungan peradilan agama salah satunya adalah kitab-kitab Fiqih
(yangmana Al Mubhalla ini tergolong kitab-kitab figih). Namun selain berpedoman
pada hal tersebut jika memang pasal 212 KHI tidak mungkin dapat digunakan
seharusnya majelis hakim juga merujuk pada KUHPerdata yangmana diketahui
bahwa kedudukan kekuatan hukumnya berbeda. Menurut peneliti seharusnya selain
mancantumkan hadits di atas majelis hakim juga harus merujuk pada KUHPerdata
meskipun hakim diperbolehkan merujuk pada hukum mana saja namun keteraturan
dan kedisplinan juga harus dilakukan oleh hakim karena keputusan yang
dikeluarkan oleh hakim sangat perpengaruh pada upaya hukum selanjutnya, jika

hukum yang keluarkan oleh hakim runtut berdasarkan kekuatan hukumnya maka
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orang-orang berperkara akan merasa puas dan terpenuhi nilai keadilan sehingga
tidak perlu melakukan upaya hukum.

Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak
teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan,
mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan
menggunakan biaya.

Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666
KUHPerdata yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si
penghibah, diwaktu hiupnya, dengan cuma-Cuma dan dengan tidak dapat tarik
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan itu.””*’

Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk pasal 1688 KUHPerdata
yang berbunyi: “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan
karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

lo. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah
lakukan.

20. jika si penerima telah bersalah melakukan aatau membantu melakukan
kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah ataau suatu kejahatan lain

terhadap si penghibah.”

e) Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang

disebut putusan atau pun penetapan yang dalam penelitian ini yaitu berupa

%% Subekti, KUHPerdata, (Cet. 34; Jakarta. PT Pradiya Paramita, 2004),436.
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penetapan. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung selalu
mengeluarkan keputusannya dalam bentuk tertulis. Dalam register perkara
no.27/Pdt.P/Pengadilan Agama Tulungagung penetapannya berupa:

1) Menyatakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT kecamatan Kedungwaru,
kabupaten Tulungagung no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002 tidak
mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sepanjang menyangkut tanah +
17 Ru/ (+ 245m°);

2) Merintahakan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk
mengirimakan salinan Penetapan ini kepada PPAT kecamatan kedungwaru
kbupaten Tulungagung untuk mencoret tanah seluas + 17 Ru/ + 245m? dari
akta hibah n0.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002.

3) Menetapkan demi hukum sah hibah yang dilakukan oleh Pemohon kepada
anaknya Nurjiati (alm) atas sebidang tanah dan bangunan rumah hak milik
bekas yasan persil no.5 D II blok Kohir yang terletak di Dusun Gempolan,
Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan aspal

- Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi

- Sebelah Barat : Tanah milik Tamsoeri

4) Menetapakan demi hukum tanah seluas + 17 Ru/ 245m* adalah milik
pemohon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan aspal

- Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro
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- Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi
- Sebelah Barat : Tanah milik Arumi
5) Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
6) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.241.000,-.
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengeluarkan keputusan
majelis hakim harus teratur dalam merujuk hukum jangan terburu-buru, sehingga
memenuhi rasa keadilan. Karena jika dalam pengambilan hukum asal-asalan akan

menyebabkan kerugian bagi para pencari keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Pandangan Hakim
Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study

Kasus No.27/Pdt.P/2006) maka dapat disimpulkan:

1. Tentang alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada
anaknya.
Pemohon menghibahkan tanah seluas 30 ru atau 420 m* kepada putrinya yang
bernama Nurjiati (alm), hibah ini dilakukan pada tahun 1999 dan telah diurus akta
hibahnya pada tahun 2002. Namun terjadi musibah pada tahun 2003 Nurjiati (alm)

jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

111
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Setelah Nurjiati (alm) meninggal obyek hibah tidak ada yang mengurus
sehingga kembali dikuasai oleh pemohon, karena suami Nurjiati (alm) yang
bernama Rokib dan anak-anaknya ikut tinggal bersama oramg tua Rokib. Bahwa
karena khawatir obyek hibah akan jatuh pada yang orang yang tidak berhak,
karena Rokib memiliki kebiasaan menjual barang-barang perabot rumah serta
harta warisan. Karena hal-hal tersebut maka pemohon ingin menarik hibah yang
pernah diberikan kepada Nurjiati (alm) dengan tujuan ingin dibagikan kepada
cucu-cucunya.

2. Tentang dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan
pembatalan hibah.

Penetapan majelis hakim bertentangan dengan pasal 212 KHI, berbunyi:
“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.,
memiliki alasan-alasan sebagai berikut:

a) Pasal di atas di tafsirkan menurut historisnya oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Tulungagung, yakni hibah boleh ditarik kembali bila
anak masih hidup .

b) Selain melalui penafsiran historis majelis hakim Pengadilan Agama

Tulungagung juga merujuk dari Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:
il Uy a3y o 288 i 8 o U e 'y (A1 S0 iy

ead )

! Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama, 1994), 96.
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“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka
tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan

urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus

No.27/Pdt.P/2006), maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya ada kerja sama yang baik antara kantor desa dengan para rakyatnya
agar tidak terjadi kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada penelitian ini.
Penulisan luas tanah hibah yang seharusnya hanya 30 ru atau 420 m? tertulis 47
ru atau 678 m?. Padahal maksud pemohon adalah menghibahkan tanah seluas 30
ru dan sisanya 17 ru hanya ditipkan pada Nurjiati (alm) untuk bekal dimasa
tuanya. Namun karena pemohon tidak datang sama sekali ke Kantor Desa dan
bahkan tanda tangan pun di rumah pemohon maka terjadilah kesalahpahaman
ini. Selain itu seharusnya pak Carik yang dianggap pemohon paham akan hibah
menjelaskan prosedur yang ada, jangan mengentengkan prosedur karena yang
menganggap tetangga sendiri maka prosedur di entengkan, yang berakibat

terjadi kesalahan penulisan luas tanah hibah.

2. Menurut peneliti seharusnya majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan

melalui proses-proses sebagaimana disebutkan H. Taufig, SH, sebagai berikut:
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b)
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Perumusan masalah.

Dalam ada dua yaitu pertama menarik hibah yang pernah diberikan kepada
Nurjiati (alm) seluas 30 ru dalam keadaan Nurjiati (alm) telah meninggal dan
yang kedua adalah membedakan tanah seluas 17 ru yang terdapat dalam akta
hibah yakni hanyalah tanah titipan bukan tanah hibah.

Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Hal ini pun telah dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat pernyataan pemberian tanah/bangunan, tertanggal 6 Januari 1999.

Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, nomor:
1305/2002, tertanggal 24 Desember 2002.

Surat Keterangan Kematian, oleh Kepada Desa Ketanon, tertanggal 23 Januari
2006, nomor 474.3/07/403.13/2006.

Duplikat Kutipan akta Nikah olen Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
Kedungwaru, tertanggal 27 Januari 2006 nomor 03/03/1/2006.

Kartu Keluarga oleh Pemerintah Kabipaten Dati Il Tulungagung, nomor:
474.5/392/15.2012/0715/1991.

Saksi-saksi:
1. Mujiatun binti Solikin (50"), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat tinggal Panglima Sudirman no.7 Tulungagung.

2. Masjuki bin Tamsoeri (44™), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), tempat

tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

3. Supriaji bin Musiran (42"™), Agama Islam, Pekerjaan Sekertaris Desa

Ketanon, tempat tinggal di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru,

Kabupaten Tulungagung.
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4. Alimin bin Kaslan (74"™), Agama Islam, Pekerjaan mantan Kamituo Desa
Ketanon, tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwatu,
Kabupaten Tulungagung.

¢) Analisa data untuk menemukan fakta
Analisa data yang dimaksud disini berupa bukti yang diajukan oleh pemohon
dari bukti-bukti yang diajukan sini fakta yang terbukti adalah Nurjiati (alm) benar-
benar telah meninggal.
d) Penemuan hukum dan penerapan
Majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak menurujuk pada
KUHPerdata ataupun merujuk pasal 212 KHI, namun merujuk pada kitab Al

Mubhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:
el g A, Bl 3 L 50 ah U A G’y (AT S50 ol
e

“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak
ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah
telah putus dalam hibah itu.”

Menurut analisa peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666
KUHPerdata yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si
penghibah, diwaktu hiupnya, dengan cuma-Cuma dan dengan tidak dapat tarik
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang

menerima penyerahan itu.”

2 Subekti, KUHPerdata, (Cet. 34; Jakarta. PT Pradiya Paramita, 2004),436.
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Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk pasal 1688 KUHPerdata
yang berbunyi: “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan
karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

lo. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah
lakukan.

20. jika si penerima telah bersalah melakukan aatau membantu melakukan
kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah ataau suatu kejahatan lain
terhadap si penghibah.”

e) Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan ini telah sesuai yakni dituangkan dalam bentuk tertulis

yang disebut penetapan.
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